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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah 

tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Tapin 

Tahun 2023 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Bappelitbang melaporkan kinerja 

dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban 

dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya. 

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode 

bulan Januari sampai dengan Desember 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan, 

untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna 

perbaikan pada penyusunan LKjIP pada tahun yang akan datang.   

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan (LKjIP) Bappelitbang 

Kabupaten Tapin Tahun 2023. Semoga (LKjIP) Tahun anggaran 2023 ini dapat 

memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di 

Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan. 

 
Rantau,     Maret 2024 
KEPALA BAPPELITBANG 

 

 

 
Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE., ME. 
Pembina 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin tahun 2023 ini disusun dalam rangka mendukung 

pencapaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan 

bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini berisikan laporan capaian 

kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 yang telah disepakati 

antara Kepala Bappelitbang dengan Bupati Tapin.  

Terdapat 4 (Empat) kinerja utama dan 4 (empat) indikator kinerja yang 

termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Peneltian dan 

Pengembangan Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tapin Tahun 2018-

2023 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Peneltian dan 

Pengembangan Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah 

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Peneltian 

dan Pengembangan Nomor : 970/73/Bappelitbang/2023 tentang Penetapan 

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan Peneltian dan Pengembangan tahun 2023. 

Rata-rata pencapaian indikator kinerja tersebut secara keseluruhan mencapai 

86,68 persen atau masuk dalam kategori Baik. Adapun, 3 (Tiga) indikator kinerja 

utama yang ditetapkan masuk ke dalam kriteria Baik (B) karena memiliki nilai kinerja 

>75%, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja utama yang ditetapkan masuk ke dalam 

kriteria Cukup (C) karena memiliki nilai kinerja <75%.  Adapun rinciannya dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023 

No. Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target 
Tahun 
2023 

Relisasi 
Tahun 
2023 

Capaian 
Tahun 
2023 

1. Meningkatnya kualitas 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan daerah 

Indeks Kualitas 
Perencanaan 

7,2 7,2 100% 

2. Meningkatnya kualitas 
dan kuantitas Inovasi 
Daerah 

Indeks 
Government 
Award (IGA) 

65 52,94 81,45% 

3. Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

79 76,60 96,96% 

4. Meningkatnya 
profesionalisme ASN 
Perangkat Daerah 

Indeks 
Profesionalisme 
ASN (IP-ASN) 
Perangkat Daerah 

70 47,80 68,29% 

RATA-RATA 86,68 

Pencapaian target indikator kinerja utama tersebut didukung dengan 

melaksanakan 4 program dengan 15 kegiatan dan 44 Sub-kegiatan dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp15.692.805.823,00 dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp13.154.194.467,00 atau 83,82%.  Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat 

mencapai realisasi anggaran 100%, antara lain karena adanya efisiensi penggunaan 

anggaran dan kegiatan telah dilaksanakan melalui kerjasama antar perangkat 

daerah, namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian 

sasaran strategis.  

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapin pada umumnya dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Peneltian dan Pengembangan pada khususnya. 

 
Rantau,  Maret 2024 
KEPALA BAPPELITBANG 

 

 

 

Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE., ME. 
Pembina 
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   BAB I- 1 
 

BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG  

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi 

birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi 

pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap 

instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas 

penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun.  Hal ini sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 perihal Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

GAMBAR 1. AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah 

berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk 
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pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan 

yang dibuat sebelumnya. 

 
GAMBAR 2. HUBUNGAN PERENCANAAN DENGAN KINERJA 

  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang   Nomor   23   Tahun   2014   

tentang   Pemerintahan   Daerah serta Peraturan   Pemerintah   yang   dijelaskan   

lebih   lanjut   dalam   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat  Daerah  sebagaimana telah diubah terakhir dengan  Peraturan  

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.  

Pada Pasal 46 ayat (3) Badan Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas 

membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pasal 46 ayat (4) 

berbunyi: Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Selanjutnya Pada pasal 46 ayat (5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan 

meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi penunjang lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

1.2. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR 
ORGANISASI SKPD 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pegembangan 

(Bappelitbang) Kabupaten Tapin adalah Badan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang tugas membantu 

Bupati dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Urusan-

urusan yang dilaksanakan dimaksud juga mencakup tugas-tugas Pemerintah yang 

didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui azas dekonsentrasi maupun tugas 

pembantuan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Tapin sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin dibidang 

perencanaan daerah dituntut untuk mampu menyiapkan perencanaan daerah yang 

aspiratif, responsif, partisipatif, implementataif, efektif, realistis dan berorientasi 

pada masyarakat dan daerah, serta dapat dipertanggunng jawabkan. Dengan 

demikian dokumen perencanaan yang dihasilkan Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pegembangan Kabupaten Tapin menjadi acuan seluruh satuan kerja 

perangkat daerah/instansi dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi 

Pemerintah Kabupaten Tapin. 

Dasar hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten 

Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 

2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Sesuai dengan 

ketentuan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok “menyusun dan 

melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan serta penelitian dan 

pengembangan” di Kabupaten Tapin.  
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1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin 

 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dalam 

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan 

pengembangan; 

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan 

pengembangan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan 

daerah; 

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi dan 

infrastruktur; 

e.  pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan sumber 

daya manusia; 

f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan; 

g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; 

h. pengelolaan kesekretariatan; dan 

i. pelaksanaan tugas lain sesuaibidangtugasdan kewenangannya. 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten 

Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan 

pengembangan; 

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan 

pengembangan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian 

pembangunan daerah; 

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi dan 

infrastruktur; 

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan sumber 

daya manusia; 

f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan; 

g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; 

h. pengelolaan kesekretariatan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin terdiri dari: 

1.2.2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembanguan, penelitian 

dan pengembangan yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan berjalan secara efektif 

dan efisien. Uraian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan adalah: 

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan 

pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan 

perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

c. mengoordinasikan, membina, mengendalikan penyusunan perencanaan 

pembangunan Daerah dalam bentuk Renstra dan Renja Organisasi Perangkat 

Daerah; 

d. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan 

perencanaan pembangunan Daerah dengan OPD dan BUMN/BUMD melalui 

Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program; 

e. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan 

konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran 

DPRD; 

f. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah sebagai 

bahan pengambilan keputusan selanjutnya; 

g. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan 

sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi; 

h. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan 

data dan informasi pembangunan daerah; 

i. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan; 
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j. mengoordinasikan dan membina secara teknis dan administratif serta 

mendelegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan 

bidangnya masing-masing;  

k. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan  

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugas dan tanggung jawabnya.   

1.2.3. Sekretariat  

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional 

dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan dalam menyusun rencana, program, dan anggaran 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, membina dan 

memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan 

dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, 

membina dan menata organisasi dan tata laksana, mengelola barang milik/kekayaan 

negara dan layanan pengadaan barang/jasa Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan, mengoordinir pemantauan, evaluasi, pengendalian 

dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja 

pengadaan barang/jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.  Sekretariat dipimpin 

oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan 

bertanggung jawab pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan.  Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat; 

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 

c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; 

d. pelaksanaan urusan keuangan; 

e. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan; 

f. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bappelitbang; 

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 

Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari: 
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(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan 

pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta 

evaluasi dan pelaporan kegiatan kedinasan; 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan surat 

menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan 

dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan; 

(3) Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai  tugas  menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan 

keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. 

1.2.4. Bidang Perencanaan dan Pengendalian 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka integrasi 

(keterpaduan perencanaan) dan sinkronisasi (penyesuaian dengan ketentuan yang 

berlaku) perencanaan pembangunan, perencanaan pembiayaan dan pengendalian 

pembangunan daerah. 

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evalusi dan 

informasi pembangunan daerah; 

b. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan 

pebangunan daerah; 

c. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan; 

d. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi 

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; 

e. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah; 

f. Penyusunan program, pengordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

perencanaan dan penganggaran di daerah; 

g. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah; 
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h. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan pengendalian melalui 

pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian 

tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan 

daerah; 

i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk 

mengetahui perkembangan pembangunan; 

j. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah 

k. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

pembangunan daerah; 

l. Penyusunan dan pengelolaan hasil evauasi dan laporan pelaksanaan program 

pembangunan daerah; 

m. Pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan dan pengendalian. 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari:  

1. Sub Bidang Perencanaan : mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan 

bimbingan teknis, fasiltasi dan supervisi perencanaan. 

2. Sub Bidang Pengendalian : mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan 

bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian pembangunan daerah. 

1.2.5. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur 

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas mengoordinasikan, 

membina dan mengendalikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 

sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Daerah dengan 

RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan 

harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, 

pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Ekonomi dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur; 

b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, 

Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan 
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Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 

c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 

d. evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, 

Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ekonomi dan 

Infrastruktur; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari : 

(1) Sub Bidang Ekonomi Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan 

dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sinergitas dan 

harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan 

Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta 

evaluasi dan pelaporan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, 

Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral. 

(2) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 

melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sinergitas dan 

harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan 

Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta 

evaluasi dan pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan. 
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1.2.6. Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia 

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, 

membina dan mengendalikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 

sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi 

kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat 

dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta 

evaluasi dan pelaporan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan 

Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga 

kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia; 

b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan Sosial, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, 

Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan 

Sekretariat Daerah; 

c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan Sosial, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, 

Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, 

Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; 

d. evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, 

Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
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Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat 

Daerah; dan 

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sosial dan Sumber 

Daya Manusia; dan 

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia terdiri dari : 

(1) Sub Bidang Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah sinergitas dan harmonisasi RTRW 

Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, 

sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, 

pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi 

dan pelaporan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, 

Kearsipan dan Sekretariat DPRD. 

(2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 

melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sinergitas dan 

harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan 

Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta 

evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat 

Daerah. 

1.2.7. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan  

fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan; 

b. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan; 

c. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan; 

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;  
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e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah; 

f. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan; 

h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 

i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya, mempunyai tugas 

melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan Kesehatan, Pendidikan, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian, 

Sekretariat Daerah, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman 

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan 

Sekretariat DPRD. 

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, mempunyai tugas 

melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya 

Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan 

Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian 

dan Kecamatan. 

1.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin sesuai dengan keahlian dan kebutuha. Kelompok 

jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang 

terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun 

keompok jabatan fungsional di Bappelitbang kabupaten Tapin terdiri dari 5 (lima) 

orang Jabatan Fungsional Perencana, 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Peneliti dan 

1 (satu) orang Jabatan Fungsional Pemanfaatan Ilmi Pengetahuan dan Teknologi. 
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GAMBAR 3. BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
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1.3. DUKUNGAN SUMBER DAYA 

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan 

tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. 

SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada 

hakikatnya, Sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah 

organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. 

Kinerja sumber daya manusia merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan 

persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukan jumlah energi (fisik atau 

mental) yang digunakan oleh individu untuk menjalankan suatu tugas. Dukungan sumber 

daya manusia yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin menurut jabatan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:  
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TABEL 1.1 DATA NOMINATIF PNS 

No NIP Nama 
Gelar 

Depan 
Gelar 

Belakang 

Golongan Ruang Jabatan Pendidikan 

Gol. 
Ruang 

Terakhir 

Masa 
Kerja 

Jenjang 
Jabatan 

Nama Jabatan 

Tingkat 
Pendidikan 

Terakhir 

Program 
Studi/Jurusan 

Thn Bln 

1 2 3 4 5 12 14 15 16 18 19 21 

1. 198405222008031001 MEIDY HARRIS 
PRAYOGA 

Dr. H. S.E., M.E. IV/a 15 04 Pimpinan 
Tinggi Pratama 

Kepala Badan S.3/Profesi/sederajat Doktoral Ilmu 
Pertanian 

2. 197605142005011009 RADEN CHANDRA 
NUGRAHA 
POETRA 
SOEPENA 

- S.T., M.S. IV/b 18 01 Administrator 
(setara esselon 

III) 

Sekretaris Badan S.2/Profesi/sederajat Magister Sains 

3. 197905072005012015 MAHDIATI - S.P., M.Ling. IV/a 18 06 Administrator 
(setara esselon 

III) 

Kabid Penelitian 
dan 

Pengembangan 

S.2/Profesi/sederajat Magister 
Pengelolaan SDA 
dan Lingkungan 

4. 197808042006041004 ZULFIAN RADMI - S.T., M.Eng. IV/a 17 03 Administrator 
(setara esselon 

III) 

Kabid 
Perencanaan & 
Pengendalian 

S.2/Profesi/sederajat Magister 
Perencanaan 

Kota dan Daerah 

5. 197611111999031003 ANWAR YAMINI - S.Mn., M.M. IV/a 24 08 Administrator 
(setara esselon 

III) 

Kabid Ekonomi 
dan Infrastruktur 

S.2/Profesi/sederajat Magister 
Manajemen 

6. 197504092008031001 MUHAMAD 
KHAIR RANI 

 - S.E. IV/a 14 04 Administrator 
(setara esselon 

III) 

Kabid Sosial dan 
SDM 

S.1/D-IV/sederajat Ekonomi 
Pembangunan 

7. 197612142009011002 ARIF RAHMAT D - S.Sos. III/d 14 02 Pengawas 
(setara esselon 

IV) 

JF Pemanfaatan 
Iptek 

S.1/D-IV/sederajat Administrasi 
Negara 

8. 198405042010012024 RIRY MAGRIATY - S.E. ,M.Si. III/d 13 06 Pengawas 
(setara esselon 

IV) 

JF Peneliti S.2/Profesi/sederajat Magister Sains 
Ilmu Perencanaan 

WIlayah 

9. 198501122009042004 SITI NUR AZIZAH - S.Kom. III/d 14 03 Pengawas 
(setara esselon 

IV) 

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

S.1/D-IV/sederajat Sistem Informasi 

10. 198408012010012024 AGUSTIN 
CAROLINA 

- S.E,. M.M. III/d 13 06 Pengawas 
(setara esselon 

IV) 

Kasubbag 
Keuangan 

S.2/Profesi/sederajat Magister 
Manajemen 
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No NIP Nama 
Gelar 

Depan 
Gelar 

Belakang 

Golongan Ruang Jabatan Pendidikan 

Gol. 
Ruang 

Terakhir 

Masa 
Kerja 

Jenjang 
Jabatan 

Nama Jabatan 

Tingkat 
Pendidikan 

Terakhir 

Program 
Studi/Jurusan 

Thn Bln 

11. 198510302019032001 FAJAR SURI 
KUSUMA W 

- S.E. III/b 04 04 Pengawas 
(setara esselon 

IV) 

Kasubbag 
Perencanaan dan 

Pelaporan 

S.1/D-IV/sederajat Ekonomi 
Pembangunan 

12. 197609302014062006 EVI SELVI 
ADRIANI DS 

- S.T. III/c 9 11 Pengawas 
(setara esselon 

IV) 

JF Perencana S.1/D-IV/sederajat Teknik Sipil 

13. 198307172015031002 UCI SANUSI - S.E. III/c 08 05 Pengawas 
(setara esselon 

IV) 

JF Perencana S.1/D-IV/sederajat Ekonomi 
Manajemen 

14. 198606132015031001 ARIEF FITRIANTO - S.E. III/c 08 04 Pengawas 
(setara esselon 

IV) 

JF Perencana S.1/D-IV/sederajat Ekonomi 
Manajemen 

15. 199201292015031001 M.HILMI 
JAMALUDDIN 

- S.E. III/c 08 04 Pengawas 
(setara esselon 

IV) 

JF Perencana S.1/D-IV/sederajat Ekonomi 
Manajemen 

16. 197304152006041013 NOR IFANSYAH - S.Kom. III/c 17 06 Pengawas 
(setara esselon 

IV) 

JF Perencana S.1/D-IV/sederajat Sistem Informasi 

17. 199602242023211012 RAFIF MUSYAFFA - S.Kom. Gol IX 
(III/a) 

01 01 Pelaksana Ahli Pertama 
Pranata 

Komputer 

S.1/D-IV/sederajat Sistem Informasi 

18. 198403052023211015 ANDRI MUCHTAR - S.E. Gol IX 
(III/a) 

01 01 Pelaksana Ahli Pertama 
Perencana 

S.1/D-IV/sederajat Ilmu Ekonomi 

19. 197507152009012004 FARIDAH ARIANI - A.Md. II/d 14 05 Pelaksana Pengadministrasi 
Perencanaan & 

Program 

D-III/Sarjana 
Muda/sederajat 

Akuntansi 

20. 197509012009011006 MUHAMMAD 
SYAHDANI 

- A.Md. II/d 14 05 Pelaksana Bendahara 
Pengeluaran 

D-III/Sarjana 
Muda/sederajat 

Akuntansi 

21. 197804152009012005 SITI MARFUAH - A.Md. II/d 14 05 Pelaksana Pengadministrasi 
Keuangan 

D-III/Sarjana 
Muda/sederajat 

Akuntansi 
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No NIP Nama 
Gelar 

Depan 
Gelar 

Belakang 

Golongan Ruang Jabatan Pendidikan 

Gol. 
Ruang 

Terakhir 

Masa 
Kerja 

Jenjang 
Jabatan 

Nama Jabatan 

Tingkat 
Pendidikan 

Terakhir 

Program 
Studi/Jurusan 

Thn Bln 

22. 197202301993032003 LILI DAMAYANTI Hj. - III/b 25 11 Pelaksana Pengadministrasi 
Program dan Tata 

Operasional 
Penelitian 

SLTA/D-I/sederajat IPS 

23. 197412182009012002 SUMIATI - - II/d 14 05 Pelaksana Pengadministrasi 
Perencanaan & 

Program 

D-III/Sarjana 
Muda/sederajat 

Akuntansi 

24. 197308102012122003 ISNANIAH - - II/a 12 03 Pelaksana Pengadministrasi 
Program & Tata 

Operasional 
Penelitian 

SLTP/sederajat 
 

- 
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Berdasarkan data tabel 1 diatas maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan jenjang 

jabatan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:  

 

GAMBAR 4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG JABATAN 

Berdasarkan data Tabel 1 diatas maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan golongan 

ruang yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

GAMBAR 5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG 

Berdasarkan data juga maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yang 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
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GAMBAR 6. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN 

 

1.3.1. Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana kantor adalah dua hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran 

aktivitas kantor guna mencapai tujuan suatu organisasi. Dimana sarana merupakan fasilitas yang 

dapat dilihat serta di gunakan oleh karyawan dalam menyelesaikan tugas kantor. Contohnya; gedung, 

ruangan kantor, peralatan, mesin kantor. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang tidak 

berwujud, namun menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Untuk itu, guna mencapai tujuan 

organisasi, suatu kantor harus dapat menjamin dan menyediakan fasilitas yang menunjang 

keberhasilan karyawannya dalam bekerja. Karena jika suatu kantor hanya mengandalkan tenaga 

karyawannya saja tanpa di dukung dengan fasilitas yang memadai, tentu karyawan akan bekerja 

dengan kurang maksimal dan segala aktivitas kantor tidak dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, 

tujuan dari organisasi itu sendiri tidak tercapai. Dukungan sumber daya manusia sarana dan 

prasarana yang ada pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Tapin bisa dilihat pada Tabel 1.2 berikut: 

  

Sebaran Pegawai Bappelitbang Berdasarkan 
Jenjang Pendidikan 

S3

S2

S1

D3

SLTA/SMK
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TABEL 1.2 SARANA-PRASARANA KANTOR BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN 

 

NAMA BARANG JUMLAH SATUAN STATUS BARANG 

Sepeda Motor (Supra DA838K, Suzuki 

Thunder DA5305K, Suzuki Axelo 

DA2495KAH, Yamaha Vixion DA5301KT, 

DA5302KT, DA5303KT, DA5304KT, 

DA5299KT) 

8 buah Digunakan Sendiri 

Mini Bus (Toyota Innova DA1792KI, Toyota 

Avanza DA1167KE) 

2 buah Digunakan Sendiri 

Filling Cabinet 3 Buah Digunakan Sendiri 

Meja 59 Buah Digunakan Sendiri 

Amplifer 6 Buah Digunakan Sendiri 

Loudspeaker 3 Buah Digunakan Sendiri 

Sepeda Motor 8 Buah Digunakan Sendiri 

Lemari 18 Buah Digunakan Sendiri 

Papan Pengumuman 5 Buah Digunakan Sendiri 

AC 27 Unit Digunakan Sendiri 

PC Unit 27 Unit Digunakan Sendiri 

Jaringan Distribusi Tegangan 2 Unit Digunakan Sendiri 

Transportable Generating Set 1 Unit Digunakan Sendiri 

Rak 8 Buah Digunakan Sendiri 

kursi 237 Buah Digunakan Sendiri 

Mebeulair 2 Buah Digunakan Sendiri 

Personal Komputer Lainnya 5 Unit Digunakan Sendiri 

Jaringan Transmisi Lain-lain 1 Unit Digunakan Sendiri 

Global System  1 Unit Digunakan Sendiri 

Sofa 8 Buah Digunakan Sendiri 

Televisi 8 Unit Digunakan Sendiri 

Layar Film / Projector 7 Unit Digunakan Sendiri 

Mini Bus 2 Buah Digunakan Sendiri 

Mic 3 Buah Digunakan Sendiri 

Camera Video 1 Unit Digunakan Sendiri 

Printer 25 Buah Digunakan Sendiri 

Kitchen Set  1 Unit Digunakan Sendiri 

Alat Rumah Tangga Lain-lain  1 Unit Digunakan Sendiri 

Lensa kamera 2 Unit Digunakan Sendiri 

Alat Kedokteran Poliklinik  1 Unit Digunakan Sendiri 

Overhead Projector 2 Unit Digunakan Sendiri 

UPS 5 Buah Digunakan Sendiri 

Battery Charge 4 Buah Digunakan Sendiri 

Trestirial Camera 1 Unit Digunakan Sendiri 

Laptop 24 Unit Digunakan Sendiri 

Recorder Display 1 Unit Digunakan Sendiri 

Vacuum Cleaner 6 Buah Digunakan Sendiri 

Sound System  2 Buah Digunakan Sendiri 

Mimbar Podium 1 Buah Digunakan Sendiri 
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NAMA BARANG JUMLAH SATUAN STATUS BARANG 

Handy Cam 1 Unit Digunakan Sendiri 

Karpet  11 Buah Digunakan Sendiri 

Buffet Kaca 1 Buah Digunakan Sendiri 

Video Conference 1 Unit Digunakan Sendiri 

Video Monitor 1 Unit Digunakan Sendiri 

Bracket Folder 3 Unit Digunakan Sendiri 

Room humidifier 2 Buah Digunakan Sendiri 

Tablet 6 Unit Digunakan Sendiri 

Peralatan Mainframe 1 Unit Digunakan Sendiri 

External Portable Hardisk 5 Unit Digunakan Sendiri 

Router 2 Unit Digunakan Sendiri 

Dispenser 4 Buah Digunakan Sendiri 

Audio Consule  1 Unit Digunakan Sendiri 

Note Book 3 Unit Digunakan Sendiri 

Scanner 4 Unit Digunakan Sendiri 

Maket/Miniatur/Replika 2 Unit Digunakan Sendiri 

CCTV 1 Unit Digunakan Sendiri 

Acces Control System 3 Unit Digunakan Sendiri 

Lampu Gantung 1 Buah Digunakan Sendiri 

Switch 3 Unit Digunakan Sendiri 

Exhaust Fan 8 Unit Digunakan Sendiri 

Stabilizer 7 Buah Digunakan Sendiri 

Calculator 2 Buah Digunakan Sendiri 

Tripod  1 Buah Digunakan Sendiri 

Alat Pemadan Portable 5 Buah Digunakan Sendiri 

Vertikal Blind 3 Unit Digunakan Sendiri 

Brankas 1 Buah Digunakan Sendiri 
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1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menemukan potensi dalam 

pelayanan.  Adapun potensi pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Sumber Daya Manusia yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas. 

2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. 

3. Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan proses perencanaan 

terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perencanaan 

pembangunan daerah. 

4. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi 

pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pembangunan daerah 

5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan 

daerah. 

6. Peningkatan hubungan timbal balik dengan pihak eksternal terkait penyediaan 

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 

7. Komitmen Kepala Daerah terhadap konsistensi program pembangunan daerah. 

1.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN 
TUGAS DAN FUNGSI 

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja yang dicapai 

saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di 

masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat: 

1. Perlu ditambahnya SDM Perencana yang berkualitas  

Tugas yang diemban aparat perencana mampu secara professional 

melaksanakan tugas pokoknya, dan mampu berperan positif dalam pelaksanaan 

pembangunan, diperlukan upaya proses pembelajaran yang berkesinambungan. 

Peningkatan kualitas Sumberdaya Perencana di instansi pemerintah diarahkan tidak 

hanya untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan saja (kognisi, afeksi dan 

psikomotor), namun pengembangan juga didasarkan pada upaya peningkatan 

kapasitas institusi perencanaan sehingga kualitas output perencanaan yang 

dihasilkan dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Untuk itu sebagai apparat 

perencana, ke depan lebih dituntut untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif 

dalam keberhasilan pembangunan berdasarkan atas kegiatan perencanaan yang 
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dilakukannya. Dalam hal tersebut melihat kondisi yang ada sekarang di kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin kurang 

cukup mempunyai aparat perencana sehingga cukup mengganggu kinerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam 

memaksimalkan kinerjanya. 

2. Kurangnya SDM peneliti. 

Analis Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau 

pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, 

pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah. Kurangnya analis peneliti 

di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Tapin menyebabkan kurang berkembangnya penelitian dan 

pengembangan terutama dalam hal inovasi daerah yang berguna dalam menunjang 

pembangunan daerah.  

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi  

berkembangannya teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari 

perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan 

informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan 

smartphone pun turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat 

luas.  Aplikasi yang sebelumnya telah ada yaitu “e-tamasa”, “e-office”, “e-

starlitbang”, masih terus dikembangkan untuk menjawab, mengikuti tuntutan 

perkembangan zaman. Bappelitbang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Tapin dalam meningkatkan pengembangan aplikasi “e-sakip” 

versi II. Yang mana pengembangan aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari Laporan 

Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun 2021. 

4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja. 

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah serta penggunaan hasil monitoring dan evaluasi dalam proses 

pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya 

yang dikarenakan belum adanya tindak lanjut dalam evaluasi.  
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1.6. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022 

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah 

mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP 

dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan 

evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin.  Progres nilai hasil 

evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

tahun 2019 – 2022 sebagai berikut: 

TABEL 1.3 PROGRES NILAI SAKIP BAPPELITBANG TAHUN 2019-2022 

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah 

dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja meliputi 

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal, 

berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kineja 

Instansi Pemerintah Tahun 2022, maka Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil 

evaluasi SAKIP 2022 sebagai berikut: 

   TABEL 1.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP BAPPELITBANG TAHUN 2022 

No. SARAN/REKOMENDASI TINDAK LANJUT 

1.  Pengukuran capaian kinerja 

memanfaatkan teknologi 

informasi (aplikasi) 

Pengukuran capaian kinerja telah 

memanfaatkan teknologi informasi 

melalui aplikasi e-sakip V II 

2.  Menyajikan analisisi dan 

evaluasi capaian dibanding 

dengan target 

nasional/internasional 

(Benchmark Kinerja) 

Analisis dan evaluasi capaian 

Bappelitbang untuk saat ini masih belum 

dapat dibandingkan dengan tingkat 

nasional maupun internasional. Adanya 

perbedaan dalam menentukan indikator 

dan target perencanaan dan penelitian 

dengan daerah lain. 

NO TAHUN NILAI KATEGORI 

1 2019 81,63 A 

2 2020 85,43 A 

3 2021 76,50 BB 

4 2022 76,60 BB 
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3.  Menggunakan teknologi 

informasi dalam melakukan 

evaluasi akuntabilitas 

kinerja 

Evaluasi akuntabilitas kinerja telah 

dilakukan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi melalui aplikasi e-

sakip V2, yang dapat diakses langsung 

melalui tautan 

https://admin.esakip.tapinkab.go.id/login 

4.  Hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja internal belum 

dimanfaatkan dalam 

mendukung efektivitas dan 

efisiensi kinerja 

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

internal telah dimanfaatkan dalam 

peningkatan kinerja. Hal ini terlihat dalam 

rangka penyusunan cascading kinerja 

menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja tahun sebelumnya. 

5.  Belum terjadi perbaikan dan 

peningkatan kinerja dengan 

memanfaatkan hasil 

evaluasi akuntabilitas 

kinerja internal 

Kinerja Bappelitbang dalam kondisi yang 

lebih baik berdasarkan hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja internal. Hal ini 

terlihat dalam pengambilan keputusan 

penyusunan pohon kinerja dan cascading 

kinerja dilaksanakan dengan Bidang 

bersangkutan dan Tim SAKIP 

Bappelitbang, dengan melihat hasil 

akuntabilitas sebelumnya.  
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah merupakan rumusan umum 

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau dengan 

kata lain visi adalah kondisi ideal tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin 

dilakukan dimasa depan. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Tapin 

tahun 2018-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 4 Tahun 2019 yaitu “Bersama Mewujudkan Tapin Maju Sejahtera dan 

Agamis”, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan 

Kabupaten Tapin sebagai salah satu organisasi perangkat daerah unsur penunjang 

urusan Pemerintahan. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan akan berperan mendukung dalam pencapaian misi 

ke- 5 (lima) pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2024 yaitu “Mengedepankan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim 

pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)”. Untuk 

mewujudkan misi tersebut dijabarkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

1. Tujuan  

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh 

organisasi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. 

Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan sebagaimana dalam tabel berikut: 

TABEL 2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN RENSTRA BAPPELITBANG 2018-2023 

No Tujuan Indikator Tujuan 

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintahaan Daerah 

Nilai SAKIP  

Nilai LPPD 

Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah dengan indikator tujuan Nilai SAKIP dan Nilai LPPD maka Bappelitbang Kab. 

Tapin menetapkan 4 sasaran  yang didukung oleh 4 Program. 

2. Sasaran 
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Sasaran merupakan merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang telah 

ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang 

akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun Sasaran yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut: 

No Sasaran Indikator Sasaran 

1 Meningkatnya kualitas perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan 
daerah  

Indeks Kualitas perencanaan (IKP) 

2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas 
Inovasi Daerah 

Indeks Government Award (IGA) 

3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

4 Meningkatnya Profesionalisme ASN 
Perangkat Daerah 

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) 
Perangkat Daerah 

Untuk mencapai sasaran tersebut, Bappelitbang kab. Tapin melaksanakan 4 Program, 

12 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. 

3. Stategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara 

perangkat daerah untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi 

tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Strategi dan arah kebijakan 

selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan bagi setiap program yang 

ingin dicapai. 

No Strategi Arah Kebijakan 

1 Mendorong peningkatan integrasi 
dan sinkronisasi dalam proses 
penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 

Meningkatkan koordinasi, integrasi,  
sinkronisasi, sinergitas dan  
implementasi mekanisme sesuai  
regulasi dalam penyusunan dokumen  
perencanaan 

2 Mendorong penerapan teknologi  
informasi dalam pengendalian dan  
evaluasi pembangunan daerah 

Meningkatkan sinkronisasi dalam  
pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
pencapaian target program/kegiatan 

3 Meningkatkan penyediaan dan  
pemuatkhiran data hasil kelitbangan  

Peningkatan kualitas data kelitbangan 
yang digunakan dalam pengambilan 
kebijakan perencanaan pembangunan  

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan 

akuntabilitas kierja instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator 
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Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu 

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas ke 

dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target Indikator 

Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator, cara perhitungan 

indikator, dan penjelasan makna indikator sebagaimana dijelaskan berikut ini: 

 

 

No Sasaran Indikator Sasaran 

1 Meningkatnya kualitas perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan 
daerah  

Indeks Kualitas perencanaan (IKP) 

2 Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas Inovasi Daerah 

Indeks Government Award (IGA) 

3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

4 Meningkatnya Profesionalisme ASN 
Perangkat Daerah 

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) 
Perangkat Daerah 
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NO. 
KINERJA 
UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA ANALISA 

1 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan dan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
Daerah 

 
Indeks Kualitas Perencanaan 

 
 

Perumusan target sebesar 7,2 merupakan hasil perhitungan 

3 dimensi perencanaan yaitu dimensi proses musrenbang, 

isi dokumen (RKPD dan renja-OPD), jaminan tindak 

lanjut hasil perencanaan pada dokumen anggaran tahunan. 

Indeks diukur dalam skala 1 s/d 10 (kuantitatif) dan 5 

jenjang kategori (kualitatif). Berdasarkan realisasi tahun 

2022 yaitu sebesar score 6,56  dari target score 7,1 maka 

penetapan target di tahun 2023 sebesar score 

7,2. 

2 Meningkatnya 
Kualitas dan 
Kuantitas Inovasi 
Daerah 

 
Indeks Government Award 

 
 
 

 
 

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI 
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN  DAN KOTA 

 
 

 

Indeks Government Award (IGA) atau  indeks inovasi 

daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah 

dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah 

bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.   Berdasarkan data Inovasi yang 

telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri kemudian 

merilis Indeks Government Award (IGA) setiap daerah. 

Target yang ditetapkan adalah 65, atau berada pada 

kategori Sangat Inovatif. 

3 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat Daerah 

 
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

 
NILAI LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH (AKIP) 

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh 

kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-

30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk 

nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, 

dan A untuk nilai 80-90. 
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Perihal dengan salah satu syarat untuk mendapatkan 

Predikat A yang memerlukan pembandingan dengan level 

nasional / internasional yang masih belum dapat dipenuhi 

maka ditetapkan lah target skor 79,00 yang masuk ke 

dalam predikat BB. 

4 Meningkatnya 
Profesionalisme 
ASN Perangkat 
Daerah 

Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah 
 
 
 
 
 
 

NILAI INDEKS PROFESIONALISME ASN (IP-ASN) DARI APLIKASI PaDaRingan 

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik 

yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan 

kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan 

kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas 

jabatannya. Data IP-ASN Perangkat Daerah diambil dari 

aplikasi PaDaRingan yang dikembangkan oleh Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kab. Tapin 

91-200 = Sangat Tinggi,  81-90= Tinggi,  71-80= Sedang, 

 61-70 = Rentang,  < 60 = Sangat Rendang 
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TABEL 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN 
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2.3. PERJANJIAN KINERJA 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan 

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang 

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud 

akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja 

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: 

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja pemberi amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan 

Rencana Strategis 2018-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan 

Anggaran Tahun 2023 sebagai berikut: 
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TABEL 2.3 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANG TAHUN 2023 

 

NO ESSELON SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Esselon 2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan daerah  

Indeks Kualitas perencanaan (IKP) 7,2 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah Indeks Government Award (IGA) 65 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 79 

Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat 
Daerah 

70 

      

2 Esselon 3 
(Sekretariat) 

Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah) 

Nilai Komponen AKIP: 
- Perencanaan Kinerja 

- Pengukuran Kinerja 

- Pelaporan Kinerja 

- Evaluasi Internal 

 
24,60 
25,00 
11,55 
17,85 

Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan 
pemeriksaan 

Persentase hasil temuan pemeriksaan yang 
ditindaklanjuti 

100% 

Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% 100% 

Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Score 4.0 
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3 Esselon 3 
(Litbang) 

Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Policy Brief Penelitian yang 
dimanfaatkan 

100% 

Meningkatnya Penelitian yang sesuai dengan standar 
penelitian dan pengembangan 

Persentase Penelitian yang sesuai dengan 
standar penelitian dan pengembangan 

100% 

Meningkatnya inovasi daerah yang berkelanjutan Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan 70% 

      

4 Eselon 3 (Bid 
Sos SDM) 

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Persentase dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Bidang Sosial dan SDM 
yang disusun tepat waktu dan sesuai standar 

100% 

Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap 
RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target 
Kinerja dan Pagu Indikatif) 

100% 

Meningkatnya proses perencanaan pembangunan Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang 
Tepat waktu 

100% 

Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan 
pembangunan 

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja 
Utama Perangkat Daerah Bidang Sosial dan 
SDM 

80% 

      

5 Eselon 3 (Bid 
Randal) 

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Persentase dokumen perencanaan 
pembangunan daerah yang disusun tepat waktu 
dan sesuai standar 

100% 

Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD 
(Program, Indikator dan Target Kinerja)  

 

100% 
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Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral 
Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam 
berita acara forum satu data 

80% 

Meningkatnya proses perencanaan pembangunan Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Daerah yang Tepat waktu 

100% 

  Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan 
pembangunan 

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja 
Utama Daerah 

80% 

      

6 Eselon 3  (Bid 
Eko dan 
Infrastruktur) 

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Persentase dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan 
Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan 
sesuai standar 

100% 

Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap 
RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target 
Kinerja dan Pagu Indikatif) 

100% 

Meningkatnya proses perencanaan pembangunan Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan 
Infrastruktur Tepat waktu 

100% 

Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan 
pembangunan 

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja 
Utama Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan 
Infrastruktur 

80% 

     

7 
 
 
 
 

Esselon 4 
Sekretariat 
(Subbag 
Perenlap) 

Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja 
atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang 

100% 

Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak 
lanjuti  

100% 
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 Persentase laporan hasil monitoring dan 
evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti 

100% 

8 Esselon 4 
Sekretariat 
(Subbag 
Keuangan) 

Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase Surat Pertanggungajawaban yang 
sesuai dengan standar penatausahaan 
keuangan 

100% 

Persentase laporan keuangan yang disampaikan 
tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) 

100% 

9 Esselon 4 
Sekretariat 
(Subbag 
Umpeg) 

Meningkatnya ASN yang berkualitas Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah 
yang mengikuti Peningkatan kapasitas  

100% 

Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD) Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam 
kondisi baik 

31,45% 

Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian Persentase ASN Perangkat Daerah yang 
mendapatkan pelayanan administrasi 
kepegawaian dengan baik 

100% 

      

10 Jabatan 
Fungsional 
Litbang 
Peneliti 
 

Meningkatnya Rekomendasi Hasil Kajian Penelitian dan 
Pengembangan 

Persentase hasil kajian penelitian dan 
pengembangan yang ditindak lanjuti 

100% 

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan yang sesuai isu 
strategis 

Persentase penelitian dan pengembangan yang 
sesuai isu strategis 

60% 

Meningkatnya Rekomendasi Inovasi Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 

Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian 
dan Pengembangan yang ditindak lanjuti 

50% 

Terlaksananya Desiminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan 
yang di Desiminasi 

100% 

11 Jabatan 
Fungsional 

Meningkatnya peran aktif Inovator dalam mendukung Inovasi 
Daerah 

Persentase Inovator yang berperan aktif dalam 
mendukung Inovasi Daerah 

24,54% 
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Litbang 
Pemanfaatan 
IPTEK 

Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi Daerah Persentase peserta Bimbingan Teknis yang 
menghasilkan inovasi 

80% 

Melaksanakan fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di 
replikasi 

100% 

Terlaksananya monitoring dan evaluasi inovasi Daerah  

 

Persentase monitoring dan evaluasi inovasi 
daerah yang ditindaklanjuti 

73,62% 
 

Melaksanakan Pembinaan Inovasi Daerah Persentase Inovasi Daerah yang dibina 100% 

11 Jabatan 
Fungsional 
Perencana Sub 
Bidang Sosial 

Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai 
dengan ketentuan 

100% 

Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai 
jadwal dan ketentuan 

100% 

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang 
Sosial yang ditindaklanjuti 

100% 

Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan 

Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan 
perangkat daerah Sub Bidang Sosial Sesuai 
dengan ketentuan 

100% 

Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi 
dokumen perencanaan perangkat daerah Sub 
Bidang Sosial yang ditindaklanjuti 

100% 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan   
Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang 
Sosial yang ditindaklanjuti 

100% 
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Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat 
Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub 
kegiatan 

Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator 
Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator 
Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub 
Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan 

100% 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi 
capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat 
Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan 
dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial 
ditindaklanjuti 

100% 

12 Jabatan 
Fungsional 
Perencana Sub 
Bidang SDM 

Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya 
Manusia sesuai dengan ketentuan 

100% 

Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya 
Manusia sesuai jadwal dan ketentuan 

100% 

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang 
Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti 

100% 

Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan 

Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan 
perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya 
Manusia Sesuai dengan ketentuan 

100% 

Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi 
dokumen perencanaan perangkat daerah Sub 
Bidang Sumber Daya Manusia yang 
ditindaklanjuti 

100% 
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Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan   
Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang 
Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti 

100% 

Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat 
Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub 
kegiatan 

Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator 
Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator 
Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub 
Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan 
ketentuan 

100% 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi 
capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat 
Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan 
dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya 
Manusia ditindaklanjuti 

100% 

      

13 Jabatan 
Fungsional 
Perencana Sub 
Bidang 
Ekonomi 

Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

100% 

Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai 
jadwal dan ketentuan 

100% 

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang 
Ekonomi yang ditindaklanjuti 

100% 

Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan 

Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan 
perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai 
dengan ketentuan 

100% 

Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi 
dokumen perencanaan perangkat daerah Sub 

100% 
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Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan   
Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang 
Ekonomi yang ditindaklanjuti 

100% 

Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat 
Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub 
kegiatan 

Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator 
Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator 
Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub 
Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan 

100% 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi 
capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat 
Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan 
dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi 
ditindaklanjuti 

100% 

      

14 Jabatan 
Fungsional  
Perencana Sub 
Bidang 
Infrastruktur 

Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur 
sesuai dengan ketentuan 

100% 

Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur 
sesuai jadwal dan ketentuan 

100% 

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang 
Infrastruktur yang ditindaklanjuti 

100% 

Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan 

Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan 
perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur 
Sesuai dengan ketentuan 

100% 
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Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi 
dokumen perencanaan perangkat daerah Sub 
Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti 

100% 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan   
Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang 
Infrastruktur yang ditindaklanjuti 

100% 

Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat 
Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub 
kegiatan 

Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator 
Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator 
Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub 
Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan 

100% 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi 
capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat 
Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan 
dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur 
ditindaklanjuti 

100% 

      

15 Jabatan 
Fungsional   
Perencana Sub 
Bidang 
Pengendalian 

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja 
Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah 

Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator 
Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas 
Daerah sesuai dengan ketentuan 

100% 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi 
capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan 
Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti 

100% 

      

16 Jabatan 
Fungsional  
Perencana Sub 
Bidang 
Perencanaan 

Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Daerah sesuai dengan ketentuan 

100% 

Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  Persentase Proses Perencanaan Pembangunan 
Daerah sesuai jadwal dan ketentuan 

100% 

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 
Sesuai dengan ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti 

100% 
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Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen 
Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan 

Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan 
Daerah Sesuai dengan ketentuan 

100% 

Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi 
dokumen perencanaan Daerah yang 
ditindaklanjuti 

100% 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti 

100% 

Terlaksananya rencana aksi Satu Data Indonesia yang tepat 
waktu dan sesuai dengan ketentuan 

Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia 
yang terlaksana tepat waktu 

80% 

 

17 Pengadministr
asi Umum 
(Subbag 
Umpeg) 

Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor  

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

1 
Paket 

Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan 

1 
Paket 

Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1 
Paket 

Tersedianya Paket Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1  
Paket 

Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1 Laporan 

 

18 Pengadministr
asi 

Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

1 Laporan 
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Kepegawaian 
(Subbag 
Umpeg) 

Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

1 Laporan 

Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

1 Laporan 

 

19 Pengelola 
Pemanfaatan 
Barang Milik 
Daerah 
(Subbag 
Umpeg) 

Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

1  
Paket 

Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

52  
Unit 

Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan 
perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan 
dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan 
pajaknya  

10 
Unit 

Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 1 
Unit 

Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 
Unit 

 

20 Bendahara 
Pengeluaran 
(Subbag 
Keuangan) 

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

23 Orang 

 

21 Pengadministr
asi Keuangan 
(Subbag 
Keuangan) 

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 Laporan 
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  Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 

1 Laporan 

 

22 Analis 
Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
(Subbag 
Renlap) 

Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

3 Dokumen 

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

11 laporan 

 

23 Pengadministr
asi 
Perencanaan 
dan Program 
(Subbid Sosial) 

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

3 Dokumen 

Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 

Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan 
Asistensi dalam Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 

9 Perangkat Daerah 

Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan 

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

1 Laporan 

 

24 Pengadministr
asi 
Perencanaan 
dan Program 

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang 
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 
RKPD) 

1 Dokumen 
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(Subbid SDM) Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 
Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja 
Bidang Pembangunan Manusia 

9 Perangkat Daerah 

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan 
Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 
Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 

9 Perangkat Daerah 

 

25 Pengadministr
asi 
Perencanaan 
dan Program 
(Subbid 
Infrastruktur) 

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 

1 Dokumen 

Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 
Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja 
Bidang Infrastruktur 

17 Perangkat Daerah 

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 
Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 

17 Perangkat Daerah 

 

26 Pengadministr
asi 
Perencanaan 
dan Program 
(Subbid 
Ekonomi) 

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD. RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 

1 Dokumen 

Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Perekonomian 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 
Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja 
Bidang Perekonomian 

10 Perangkat Daerah 

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan 
Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan 
Renstra/Renja Bidang Perekonomian 

10 Perangkat Daerah 
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27 Pengelola 
Bahan 
Perencanaan 
(Subbid 
Perencanaan) 

Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai 
Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 

Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD 
(Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan 
Teknokratik) 

1 Dokumen 

Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas 
Perangkat Daerah 

Jumlah Berita Acara Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

1 
Berita Acara 

Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

1 
Berita Acara 

Tersedianya Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 
Kecamatan 

1 
Usulan 

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 
(RPJPD/RPJMD/RKPD) 

1 Dokumen 

Tersedianya Masukan Analisis Data untuk Penyusunan 
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua 
Perencanaan Pembangunan Daerah) 

Jumlah Masukan Analisis Data untuk 
Penyusunan Kebijakan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan 
Pembangunan Daerah) 

1 Masukan 

 

28 Pengadministr
asi 
Perencanaan 
dan Program 
(Subbid 
Pengendalian) 

Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

1 
laporan 

 Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 
Pembangunan Daerah 

1 
laporan 

 

29 Pengadministr
asi Program 
dan Tata 
Operasional 

Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan 
Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di 
Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan 
Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi 
dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

1 
 laporan 
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Penelitian 
(Subbid 
Pengembanga
n) 

Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, 
Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 

1 Dokumen 

Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

1 Laporan 

 

30 Pengadministr
asi Program 
dan Tata 
Operasional 
Penelitian 
(Subbid 
Penelitian) 

Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Pendidikan dan Kebudayaan 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 

1 Dokumen 

Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan dan Pangan 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan 
Pangan 

1 Dokumen 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin tidak terlepas dari rangkaian mekanisme 

fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Perencanaan yang sudah tetapkan kemudian 

dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada 

berakhirnya masa tahun anggaran, perencanaan dan perjanjian kinerja ini harus 

diukur dan dilaporkan kepada publik. 

Pengukuran kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin terletak pada seberapa jauh 

capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 

perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun 

berjalan versus target pada RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, 

termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan 

menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran 

organisasi secara keseluruhan. 

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu 

memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut: 

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin 

baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, 

maka digunakan rumus: 

                      
         

      
        

 

2. Indikator bermakna negatif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin 

buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, 

maka digunakan rumus: 

                      
                         

      
       

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan 

program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 
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sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.Capaian kinerja merupakan dasar 

dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala 

daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 

2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator 

sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 dengan realisasinya.  

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS) 

2 Lebih dari 75% s.d 100% Baik (B) 

3 55% s.d 75% Cukup (C) 

4 Kurang dari 55 % Kurang (K) 

 

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analis pencapaian kinerja yang dapat 

memberikan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini menunjukkan 

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing 

kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran 

dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja 

Tahun 2023. 

1. Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran 

(output), dan hasil (outcomes) 

2. Indikator Sasaran 

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara 

signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. 

Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk 

mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.  
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Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang perlu ditetapkan oleh 

instansi pemerintah. Bappelitbang Kabupaten Tapin dalam upaya meningkatkan 

akuntabilitas melakukan reviu terhadap Indikator Klinerja Utama, reviu capaian 

kinerja, serta permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu organisasi. Penjabaran analisis capaian kinerja dai 

Bappelitbang tahun 2023 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 

sebagai berikut: 

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam rangka untuk mengukur 

keberhasilan dari suatu sasaran strategis. Dalam meningkatkan kinerja serta 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Bappelitbang Kabupaten 

Tapin menetapkan Keputusan Kepala Bappelitbang Nomor 

970/073/Bappelitbang/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang terdiri atas Sasaran Strategis 

sebanyak 4 (empat) kinerja utama dan 4 (empat) indikator kinerja.  Hasil 

perhitungan dan analisis didapatkan rata-rata pencapaian indikator kinerja 

tersebut secara keseluruhan mencapai 86,68 persen atau masuk dalam kategori 

berhasil, dengan rincian 1 (satu) indikator kinerja utama yang ditetapkan masuk 

kedalam kriteria Baik (B) karena memiliki nilai kinerja 100 persen, dan terdapat 3 

(tiga) indikator kinerja yang masuk kategori Cukup (C).  Adapun hasil capaian 

atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin pada tahun 2023 

ditunjukkan pada tabel berikut.  
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TABEL 3.1CAPAIAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPELITBANG  

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 

No. Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target 
Tahun 
2023 

Relisasi 
Tahun 
2023 

Capaian 
Tahun 
2023 

1. Meningkatnya kualitas 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan daerah 

Indeks Kualitas 
Perencanaan 

7,2 7,2 100% 

2. Meningkatnya kualitas 
dan kuantitas Inovasi 
Daerah 

Indeks 
Government 
Award (IGA) 

65 52,94 81,45% 

3. Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

79 76,60 96,96% 

4. Meningkatnya 
Profesionalisme ASN 
Perangkat Daerah 

Indeks 
Profesionalisme 
ASN (IP-ASN) 
Perangkat Daerah 

70 47,80 68,29% 

RATA-RATA 86,68% 

 
Berdasarkan hasil rerata capaian pada tabel diatas, maka kerja keras dari 

seluruh elemen yang ada di Bappelitbang Kabupaten Tapin untuk mempertahankan 

prestasi kerja dan kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dalam 

dokumen perencanaan, diantaranya yaitu Tujuan dan sasaran telah berorientasi 

hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik dan terukur 

dan hasil kelitbangan lebih berorientasi kepada kualitas inovasi.  Selanjutnya 

pencapaian indikator kinerja utama dalam setiap sasaran strategis Bappelitbang 

Kabupaten Tapin akan dijelaskan sebagai berikut: 

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas perencanaan 
 Pencapaian sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja utama 1 

dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut: 

TABEL 3.2 CAPAIAN ATAS SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 
BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 

No. Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya kualitas 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan daerah 

Indeks Kualitas 
Perencanaan 

7,2 7,2 100% 

 
Kualitas perencanaan menjadi aspek penting dalam proses pembangunan.  

Kualitas perencanaan perlu dihadirkan untuk menghasilkan pembangunan yang 

berkualitas dimulai dari tradisi Bappenas sejak tahun 2011 dalam memberikan 
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apresiasi terhadap daerah yang memiliki perencanaan yang berkualitas dengan 

Anugerah Pangripta Nusantara/APN (sekarang namanya Penghargaan 

Pembangunan Daerah/PPD), banyak daerah kemudian merasa tertantang 

menggunakan indicator Pangripta Nusantara ini untuk mengukur kualitas 

perencanaan. Dokumen yang dinilai dalam Anugerah Pangripta Nusantara ini adalah 

dokumen Rencana Kerja Perangkat Dearah (RKPD). Adapun aspek-aspek yang diukur 

di dalam Anugerah Pangripta Nusantara ini adalah keterkaitan, konsistensi, 

kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, inovasi kebijakan, proses perencanaan 

dari bawah (bottom up), proses perencanaan dari atas (top down), proses 

perencanaanteknokratik, proses perencanaan politik dan inovasi proses dan 

program daerah.  

Namun demikian, tidak semua daerah ‘memiliki keberanian’ menggunakan 

indikator ini untuk mengukur kualitas perencanaannya. Hal ini terkait dengan banyak 

hal yang harus tersedia/disiapkan agar aspek-aspek penilaian di atas menghasilkan 

nilai yang baik. Hal-hal yang harus tersedia tersebut antara lain adalah political will 

dari pimpinan daerah, kesiapan SDM dan ketersediaan infrastruktur perencanaan. 

Hasilnya banyak daerah lebih memilih menggunakan indikator konsistensi antar 

dokumen perencanaan untuk mengukur kualitas perencanaan daerah. Kajian IKP 

memuat data yang diperoleh secara persepsional melalui kuesioner untuk dimensi 

proses penyusunan perencanaan (Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan 

Musrenbang Kabupaten). Data dalam dimensi isi diperoleh secara dokumentatif dan 

persepsional, sedangkan dimensi jaminan tindak lanjut hasil perencanan data 

diperoleh melalui dokumentatif terutama RPJMD tahun 2018 - 2023, RKPD tahun 

2023, serta laporan Monev Bappelitbang. 

Penjelasan Proses indeks adalah penghimpunan data persepsional dan 

dokumentatif berpedoman pada masing-masing kuesioner sebagaimana terlampir 

dalam kajian ini. Transformasi penilaian kuesioner kedalam skala 1-10, perhitungan 

nilai masing-masing dimensi atas nilai transformasi skala dan jumlah skala masing 

masing dimensi merupakan Indek IKP. 
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TABEL 3.3 SKALA INDEX 

Konsep penyusunan indeks kualitas perencanaan melihat 3 dimensi 

perencanaan yaitu dimensi proses musrenbang, isi dokumen (RKPD dan RENJA OPD), 

jaminan tindak lanjut hasil perencanaan pada dokumen anggaran tahunan. Indeks 

diukur dalam skala 1 s/d 10 (kuantitatif) dan 5 jenjang kategori (kualitatif). 

Pengukuran yang dilakukan IKP bernilai 7,2 masuk dalam kategori Baik. Nilai ini sama 

dengan target nilai yang sebelumnya ditetapkan yaitu 7.2 (Baik). Adapun hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor yang selanjutnya akan dianalisa dan dilakukan 

perbaikan untuk dapat menghasilkan perencanaan yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang 

pencapaian Sasaran satu (1) indikator Kinerja satu (1), sebagai berikut: 

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu sebesar 

Rp2.133.403.435,00 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar 

Rp1.743.067.100,00 atau 81,70% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut 

merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

NO KEGIATAN Rp 
REALISASI 

ANGGARAN 

1 Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan Rp 1.519.617.100,00 

2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 
Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Rp 223.450.000,00 

3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

Rp 448.964.000,00 

 
 
 
 
 
 

No Skala Kategori 

1 1.0 ~ 2.0  Sangat kurang 

2 2.1 ~ 4.0  Kurang 

3 4.1 ~ 6.0  Cukup 

4 6.1 ~ 8.0  Baik 

5 8.1 ~ 10  Sangat baik 
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PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH 

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu sebesar 

Rp916.828.956,00 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar 

Rp748.064.000,00 atau 81,59% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut 

merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

NO KEGIATAN Rp 
REALISASI 

ANGGARAN 

1 Kordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

Rp 378.722.000,00 

2 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 
Alam) 

Rp 198.700.000,00 

3 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

Rp 170.642.000,00 

 

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui indikator kinerja utama dengan 

target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut: 

TABEL 3.5 CAPAIAN ATAS SASARAN STRATEGIS 2 BAPPELITBANG  

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 

 

Sasaran strategis 2 dengan indikator kinerja 2 ini didukung oleh Program 

penelitian dan Pengembangan, maka dapat dijabarkan pencapaian program 

penunjang pencapaian Sasaran 2 (dua) indikator Kinerja 2 (dua) yaitu Program ini 

didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp1.127.261.560,00 

dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp900.319.508,00 

atau 79,87% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi 

belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

No. Kegiatan  Realisasi 

1 Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan Kependudukan 

Rp 220.993.000,00 

SASARAN STRATEGIS 2:  MENINGKATNYA HASIL KELITBANGAN 

No. Sasaran Indikator Kinerja 
Utama 

Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas Inovasi 
Daerah 

Indeks Government 
Award (IGA) 

65 52,94 81,45% 
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2 Penelitian Dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Rp 126.272.000,00 

3 Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

Rp 553.054.508,00 

 

Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, 

dan pengoperasian atau yang disebut dengan kelitbangan adalah rangkaian kegiatan 

ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan 

penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Penelitian dan 

pengembangan berperan penting dalam mendorong kebijakan pembagunan daerah, 

hasil kelitbangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun 

pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai 

isu permasalahan yang ada, umumnya sebelum merumuskan, membuat, dan 

menetapkan suatu kebijakan pemerintah (policy) terlebih dulu melakukan kegiatan 

penelitian.  

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi 

Daerah diukur melalui indikator kinerja utama 2 (dua) Indeks Government Award 

(IGA). Indeks Government Awards (IGA) merupakan penganugerahan yang berupa 

penilaian dan apresiasi dari oemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan cara-cara 

inovatif.  Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama 2 (dua) diperoleh dari nilai 

inovasi daerah yang didaftarkan ke dalam penilaian Indeks Government Awards yang 

diselenggarakan oleh Kemendagri tahun 2023, setelah dilakukan pengukuran secara 

mandiri dari aplikasi Indeks Government Awards (IGA) hasil indeks inovasi daerah 

kabupaten Tapin senilai 66.71 point, namun ketika dilakukan validasi oleh tim 

validasi pusat, nilai indeks inovasi daerah Tapin menurun menjadi 52,94 point.  
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Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbang 
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN 

TABEL 3.2  CAPAIAN ATAS SASARAN STRATEGIS 3 DAN 4, INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 
DAN 4 BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 

No. Sasaran 
Indikator Kinerja 

Utama 
Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

79 76,60 96,96 

2. Meningkatnya 
Profesionalisme ASN 
Perangkat Daerah 

Indeks 
Profesionalisme ASN 
(IP-ASN) Perangkat 

Daerah 

70 47,80 68,29% 

 
 Sasaran strategis 3 dan Sasaran Strategis 4 dengan indikator kinerja 3 dan 4 ini 

didukung oleh Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dapat 

dijabarkan pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran 3 dan 4, indikator 

Kinerja 3 dan 4 yaitu Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dengan total pagu 

sebesar Rp10.976.959.080,00 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah 

sebesar Rp9.313.779.859,00 atau 84,85% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan 

tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

No. Kegiatan  Realisasi 

1 Perencanaan, penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Rp 39.349.800 

2 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Rp 4.143.089.991 

3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 3.768.941.373 

4 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Rp 694.153.307 

5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Rp 694.153.307 

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Rp 294.174.738 

 

Akuntabilitas merupakan kewajiban perangkat daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran daerah yang telah ditetapkan. 

Pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dalam rangka 
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mewujudkan pemerintah yang akuntabel pada kinerja perangkat daerah, apakah 

meningkat atau tidak setiap tahunnya. Dengan memantau hasilnya ini bisa 

melakukan evaluasi apakah Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah benar-benar 

akuntabel, selain itu bisa pula sebagai alat unutk melakukan evaluasi kinerja dari 

perangkat daerah berhasil atau tidaknya. 

Berdasarkan hasil dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dikeluarkan oleh 

Inspektorat Kabupaten Tapin terhadap akuntabilitas Bappelitbang, maka diperoleh 

nilai sebesar 76,60 dengan predikat BB. Penilaian hasil evaluasi menunjukkan 

peningkatan, meskipun hanya kecil nilainya. Meskipun tidak dapat memenuhi target 

kinerjanya, namun paling tidak Bappelitbang masih konsisten terhadap pencapaian 

nilai SAKIP dengan baik. Pencapaian nilai LHE SAKIP ini pada hakikatnya didukung 

oleh semua program yang telah dilaksanakan oleh Bappelitbang, namu secara 

cascading kinerja, sasaran strategis ini didukung oleh Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan 

efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas 

pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

berorientasi hasil dengan rincian sebagai berikut: 

 

Komponen yang Dinilai Bobot Nilai 
Tahun 2022 

Nilai 
Tahun 2022 

Perencanaan Kinerja 30 24,60 

Pengukuran Kinerja 30 23,70 

Pelaporan Kinerja 15 11,55 

Evaluasi Internal 25 76,60 

Nilai Hasil evaluasi 100 76,60 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB 

 

Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang 

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, 

kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.  Terdapat 

4 dimensi dalam pengukuran IP ASN, yakni; 1) Dimensi Kualifikasi, 2) Dimensi 

Kompetensi, 3) Dimensi Kinerja, 4) Dimensi Disiplin. 

Nilai Tingkat Profesionalitas 

91 – 100 Sangat Tinggi 
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Data yang diperloleh dari BKPSDM, bahwa IP ASN Bappelitbang adalah 47,80 dalam 

kategori sangat rendah, yang mana berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 70. 

Sebenarnya ASN Bappelitbang sudah cukup kuat dari segi kompetensi. Kompetensi 

yang diperoleh dari beberapa pelatihan pengembangan diri belum semua terinput 

dalam sistem informasi kepegawaian.  

Dari hasil capaian pengukuran kinerja secara mandiri (self assessment) 

terhadap 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 

2023, maka dapat dianalisis rata-rata pencapaian kinerja Bappelitbang Kabupaten 

Tapin pada Tahun 2023 dikategorikan kedalam kategori pencapaian 75%-100% atau 

“Baik”. 

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN 
TAHUN 2022, TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020 

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Bappelitbang Tahun 2023 

dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis 

perbandingan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target).  

Pada tahun 2023 dilakukan revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja 

utama yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang relevan terhadap perkembangan 

organisasi.  Analisis capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 

2023 dengan Tahun 2020, Tahun 2021 dan 2022 ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

TABEL 3.6 ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
TAHUN 2023 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

Perbandingan Realisasi Kinerja 

2020 2021 2022 2023 

T R T R T R T R 

IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2024   

Meningkatnya 
kualitas hasil 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Persentase dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah yang disusun 
tepat waktu dan 
sesuai standar 

        

81 – 90 Tinggi 

71 – 80 Sedang 

61 – 70 Rendah 

≤ 60 Sangat Rendah 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

Perbandingan Realisasi Kinerja 

2020 2021 2022 2023 

T R T R T R T R 

Persentase program 
prioritas yang 
terakomodir dalam 
RPJMD 

        

Persentase 
pencapaian tujuan 
dan sasaran strategis 
pembangunan 
daerah 

        

Meningkatnya 
kualitas hasil 
penelitian dan 
pengembangan 

Persentase hasil 
penelitian dan 
pengembangan yang 
dimanfaatkan 

        

PERUBAHAN (1) IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023 

Terpenuhinya 
aspek kualitas 
dalam dokumen 
perencanaan 

Persentase 
Terpenuhinya Aspek 
Kualitas Dalam 
Dokumen 
Perencanaan 

90% 90%       

Terpenuhinya 
Persentase 
Capaian Kinerja 
SKPD 

Persentase Capaian 
Kinerja SKPD 

90% 90%       

Terpenuhinya 
persentase Policy 
Brief idang 
penelitian dan 
pengembangan 
yang 
dimanfaatkan 
Kepala Daerah 
dalam perumusan 
kebijakan 

Persentase Policy 
Brief bidang 
penelitian dan 
pengembangan yang 
dimanfaatkan Kepala 
Daerah dalam 
perumusan 
kebijakan 

80% 80%       

PERUBAHAN (2) IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 

Indeks Kualitas 
Perencanaan 

  Scor
e 6,2 

Score 
7,2 

Scor
e 8.2 

Score 
6.56 

  

Rata-rata capaian 
kinerja Indikator 
Kinerja Utama 
Daerah 

  80% 93,64
% 

90% 124.
27% 

  

Rata-rata capaian 
kinerja Indikator 
Kinerja Utama SKPD 

  80% 116.6
8% 

 

90% 93.5
9% 

  

          

Meningkatnya 
Hasil Kelitbangan 

Persentase hasil 
kelitbangan yang 
dimanfaatkan 

  80% 100% 90% 100%   

Persentase hasil   
kelitbangan yang 
disitasi 

  80% 100% 90% 100%   
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

Perbandingan Realisasi Kinerja 

2020 2021 2022 2023 

T R T R T R T R 

PERUBAHAN (3) IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan 
daerah 

Indeks Kualitas 
Perencanaan 

      7,2 7,2 

Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas Inovasi 
Daerah 

Indeks Government 
Award (IGA) 

      65 52,
94 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

      79 76,
60 

Meningkatnya 
Profesionalisme 
ASN Perangkat 
Daerah 

Indeks 
Profesionalisme ASN 
(IP-ASN) Perangkat 
Daerah 

      70 47,
80 

 

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN TARGET 
JANGKA MENENGAH (RENSTRA) 

Analisis capaian kinerja Bappelitbang Tahun 2022 yang dilaksanakan 

berdasarkan Capaian Indikator kinerja dengan metode analisis membandingkan 

antara analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Tahun 2022 dengan 

Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel  berikut: 

 

TABEL. 3.7 ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 
DENGAN JANGKA MENENGAH 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

Perbandingan Realisasi Kinerja 

TARGET 
JANGKA 

MENENGAH 

2023 

TARGET REALISASI 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan daerah 

Indeks Kualitas 
Perencanaan 

7,2 7,2 100% 

Meningkatnya kualitas 
dan kuantitas Inovasi 
Daerah 

Indeks 
Government 
Award (IGA) 

65 52,94 81,45% 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

79 76,60 96,96% 
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Meningkatnya 
Profesionalisme ASN 
Perangkat Daerah 

Indeks 
Profesionalisme 
ASN (IP-ASN) 
Perangkat Daerah 

70 47,80 68,29% 

RATA-RATA 86,68 

 

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA 
ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN  

Hasil pengukuran capaian 4 (empat) indikator kinerja utama dalam perjanjian 

kinerja tahun 2023 menunjukan bahwa ada 1 indikator kinerja yang memenuhi 

target, 2 Indikator Kinerja yang masuk dalam ketegori Baik (capaian kinerja 75-

100%), dan 1 (satu) indikator yang masuk dalam kategori Cukup (Capaian Kinerja 50-

75%).  Yang berarti dalam beberapa aspek indikator kinerja utama Bappelitbang 

telah berhasil dalam melaksanakan kegiatannya dengan baik. Namun juga tentu saja 

masih selalu ada ruang untuk perbaikan, sebagaimana salah satu indikator kinerja 

utama Bappelitbang yang masuk dalam kategori Cukup, sehingga perlu dilakukan 

evaluasi dan perbaikan agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.  

 Berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin ini 

merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan 

yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua 

komponen Bappelitbang Kabupaten Tapin.  Untuk lebih menunjang keberhasilan 

kinerja Bappelitbang mengambil beberapa langkah, antara lain: 

a. Program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien. 

b. Memberdayakan SDM yang sesuai dengan keahlian. 

c. Meningkatkan kemampuan SDM  

d. Melaksanakan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pembimbingan 

ataupun pendampingan agar kemampuan dan wawasan pengetahuan yang 

dimiliki pengelola kegiatan (PPTK) terhadap anggaran berbasis kinerja. 

e. Menumbuhkan kesadaran pada setiap birokrasi akan pentingk=nya 

penjaringan dan pengolahan data sebagai bahan informasi untuk menyusun 

rencana kerja agar maksimal pada setiap kegiatan. 
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Program-program yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembagunan 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang mendukung 

keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:  

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan 

ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, konsistensi, keselarasan, dan 

ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan, sosial dan budaya, serta 

konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur 

wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada 

kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan 

manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya 

alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan 

1.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia lebih ditujukkan kepada konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian 

perencanaan lingkup Pembangunan Manusia.  Kegiatan ini didukung oleh 6 

Sub-kegiatan yaitu: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Asistensi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, 

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.  

1.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 

Sub kegiatan ini difokuskan pada koordinasi antara 

bappelitbang dengan perangkat daerah lingkup bidang 

Pemerintahan dalam hal ini terdapat 9 perangkat daerah yang 

menjadi mitra bappelitbang Sub bidang Sosial. Adapun koordinasi 

yang biasanya dilaksanakan terkait dengan program dan kegiatan 
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yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung kepada 

program pemerintah pusat, provinsi maupun pencapaian program 

prioritas kabupaten di lingkup Sub bidang Sosial. Beberapa 

koordinasi yang dilaksanakan ditahun ini diantaranya dalam hal 

Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim daerah melalui Rapat 

koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Tim koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah, koordinasi terkait Penanganan 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, selanjutnya 

koordinasi terkait penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (LP2KD) dan koordinasi awal terkait Pemetaan Rencana 

Pembangunan Kawasan Perdesaaan (RPKD) Kabupaten Tapin. Risiko 

yang umum dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak 

selarasnya program yang tercantum di renstra perangkat daerah 

dengan program yang ada pada Rencana Pembangunan Dareah 

(RPD/RPJMD). Alternatif Solusi yang dilaksanakan dalam 

menghadapi risiko adalah dengan melakukan koordinasi yang intens 

dengan perangkat daerah untuk dapat mengarahkan program dan 

kegiatan yang dijalankan baik jangka menengah dan tahunan selaras 

untuk mendukung pencapaian program-program baik daerah, 

provinsi maupun pusat. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini 

adalah Rp91.695.000,00 dan terealisasi sebesar Rp77.162.000,00 

atau sebesar 84.15% dari total Anggaran. 

1.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan 

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang Sosial 

bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan 

dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan 

rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan 

memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah 

sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Risiko 

yang umum dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 

tidak selarasnya program kegiatan yang tercantum di renja 

perangkat daerah dengan program kegiatan yang ada pada RKPD, 

sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk memitigasi risiko 

tersebut adalah pelaksanaan asistensi yang tidak hanya bersifat 
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formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi dan asistensi 

kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan 

perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal melalui 

media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah 

yang bersangkutan serta problem solving secara tertutup dengan 

perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah 

Rp77.636.479,00 dan terealisasi sebesar Rp76.265.000,00 atau 

sebesar 96.23% dari total Anggaran. 

1.1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 

Sub kegiatan ini koordinasi serta asistensi kepada mitra 

bidang Sosial bappelitbang yang berfokus kepada penyusunan 

laporan monitoring dan evaluasi terhadap renja/dpa perangkat 

daerah lingkup sub bidang Sosial agar laporan hasil monitoring dan 

evaluasi renja perangkat daerah memiliki kualitas yang baik dan 

dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk penyusunan 

perencanaan pembangunan perangkat daerah di tahun berikutnya.  

Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan sub-kegiatan ini 

adalah tidak selarasnya prioritas program kegiatan yang tercantum 

di renja perangkat berdasarkan capaian tahun sebelumnya, karena 

laporan hasil monev renja tidak dijadikan sebagai salah satu acuan 

dalam penyusunan renja tahun berikutnya yang ditindaklanjuti 

dengan cara melakukan asistensi secara berkala kepada setiap 

perangkat daerah dalam penyusunan laporan monev renja 

perangkat daerah tahunan, serta problem solving baik secara 

terbuka maupun tetutup dengan perangkat daerah mengenai 

hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi perangkat daerah. 

Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp58.347.500,00 dan 

terealisasi sebesar Rp43.745.000,00 atau sebesar 74.97% dari total 

Anggaran. 

1.1.4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Sub kegiatan ini difokuskan pada koordinasi antara 

bappelitbang dengan perangkat daerah lingkup bidang 
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perekonomian dalam hal ini terdapat 9 perangkat daerah yang 

menjadi mitra bappelitbang lingkup SDM. Adapun koordinasi yang 

biasanya dilaksanakan terkait dengan program dan kegiatan yang 

mendukung baik langsung maupun tidak langsung kepada program 

pemerintah pusat, provinsi maupun pencapaian program prioritas 

kabupaten di lingkup ekonomi. Beberapa koordinasi yang 

dilaksanakan ditahun 2023 diantaranya dalam hal ini terkait dengan 

Penanganan Stunting, koordinasi Kabupaten Layak Anak dan 

Koordinasi terkait Kabupaten Kota Sehat yg diketuai oleh 

bappelitbang dan Pengarustamaan Gender. Risiko yang umum 

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak selarasnya 

program yang tercantum di renstra perangkat daerah dengan 

program yang ada pada Rencana Pembangunan Dareah 

(RPD/RPJMD). Dan alternatif solusi yang dilakukan adalah melakukan 

koordinasi yang intens dengan perangkat daerah dan instansi 

vertikal lain yang berhubungan untuk dapat mengarahkan program 

dan kegiatan yang dijalankan baik jangka menengah dan tahunan 

selaras untuk mendukung pencapaian program-program baik 

daerah, provinsi maupun pusat. Dana yang disiapkan untuk kegiatan 

ini adalah Rp108.533.400,00 dan terealisasi sebesar 

Rp70.800.000,00 atau sebesar 65.23% dari total Anggaran. 

1.1.5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia 

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang SDM 

bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan 

dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan 

rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan 

memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah 

sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Risiko 

yang umum dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 

tidak selarasnya program kegiatan yang tercantum di renja 

perangkat daerah dengan program kegiatan yang ada pada RKPD. 

Alternatif Solusi yang dilaksanakan adalah pelaksanaan asistensi 

yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat 
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sosialisasi, koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam 

penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, 

namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, 

kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan serta 

problem solving secara tetutup dengan perangkat daerah. Dana yang 

disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp77.394.950,00 dan terealisasi 

sebesar Rp63.150.000,00 atau sebesar 81.59% dari total Anggaran. 

1.1.6. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Sub kegiatan ini koordinasi serta asistensi kepada mitra 

bidang SDM bappelitbang yang berfokus kepada penyusunan 

laporan monitoring dan evaluasi terhadap renja/dpa perangkat 

daerah lingkup Pembangunan Manusia agar laporan hasil monitoring 

dan evaluasi renja perangkat daerah memiliki kualitas yang baik dan 

dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk penyusunan 

perencanaan pembangunan perangkat daerah di tahun berikutnya.  

Identifikasi risiko dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tidak 

selarasnya prioritas program kegiatan yang tercantum di renja 

perangkat berdasarkan capaian tahun sebelumnya, karena laporan 

hasil monev renja tidak dijadikan sebagai salah satu acuan dalam 

penyusunan renja tahun berikutnya. Alternatif Solusi yang 

dilaksanakan adalah melakukan asistensi secara berkala kepada 

setiap perangkat daerah dalam penyusunan laporan monev renja 

perangkat daerah tahunan, serta problem solving baik secara 

terbuka maupun tetutup dengan perangkat daerah mengenai 

hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi perangkat daerah. 

Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp58.347.500,00 dan 

terealisasi sebesar Rp43.745.000,00 atau sebesar 74.97% dari total 

Anggaran. 

1.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dan Monitoring dan 
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Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Perekonomian. Koordinasi Perencanaan Bidang Perkonomian dan 

SDA (Sumber Daya Alam) lebih ditujukkan kepada konsistensi, 

keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, 

sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.  

1.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian 

Sub kegiatan ini difokuskan pada koordinasi antara 

bappelitbang dengan perangkat daerah lingkup bidang 

perekonomian dalam hal ini terdapat 10 perangkat daerah yang 

menjadi mitra bappelitbang lingkup perekonomian. Adapun 

koordinasi yang biasanya dilaksanakan terkait dengan program dan 

kegiatan yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung 

kepada program pemerintah pusat, provinsi maupun pencapaian 

program prioritas kabupaten di lingkup ekonomi. beberapa 

koordinasi yang dilaksanakan ditahun ini diantaranya dalam hal 

penyusunan dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi, 

koordinasi terkait peningkatan hasil pertanian di kabupaten melalui 

forum komisi irigasi, koordinasi penyusunan RKP dana bagi hasil 

sawit dan koordinasi terkait perencanaan dan penetapan target 

pertumbuhan ekonomi kabupaten. 

 Identifikasi risiko:  

Tidak selarasnya program yang tercantum di renstra 

perangkat daerah dengan program yang ada pada Rencana 

Pembangunan Dareah (RPD/RPJMD) 

 Faktor Penghambat 

masih adanya ego sektoral di perangat daerah yang 

membuat perencanaan program kegiatan perangkat daerah 

belum selaras dengan perencanaan program kegiatan daerah; 

dan adanya pergantian pejabat lama ke pejabat baru pada 

perangkat daerah yang menangani perencanaan dan pelaporan 

sehingga perlu adaptasi. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini 

adalah Rp124.457.400,00 dan terealisasi sebesar 

Rp117.870.000,00 atau sebesar 94.71% dari total Anggaran 
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1.2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian 

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang ekonomi 

bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan 

dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan 

rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan 

memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah 

sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. 

Identifikasi risiko dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tidak 

selarasnya program kegiatan yang tercantum di renja perangkat 

daerah dengan program kegiatan yang ada pada RKPD. Sedangkan 

Faktor Penghambat yang umum dihadapi adalah adanya pergantian 

pejabat lama ke pejabat baru yang menangani perencanaan dan 

pelaporan sehingga perlu adaptasi, karena mitra bappelitbang 

memang lebih banyak berhubungan dengan pejabat yang 

menangani program dan pelaporan di perangkat daerah. Alternatif 

Solusi yang dilaksanakan pelaksanaan asistensi yang tidak hanya 

bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi dan 

asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen 

perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat 

informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke 

perangkat daerah yang bersangkutan serta problem solving secara 

tetutup dengan perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk 

kegiatan ini adalah Rp59.700.600,00 dan terealisasi sebesar 

Rp51.830.000,00 atau sebesar 85.82% dari total Anggaran 

1.2.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 

Sub kegiatan ini berperan untuk melakukan koordinasi serta 

asistensi kepada mitra bidang ekonomi bappelitbang yang berfokus 

kepada penyusunan laporan monitoring dan evaluasi terhadap 

renja/dpa perangkat daerah lingkup perekonomian agar laporan 

hasil monitoring dan evaluasi renja perangkat daerah memiliki 

kualitas yang baik dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan 

untuk penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah di 
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tahun berikutnya. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan sub-

kegiatan ini adalah adanya pergantian pejabat lama ke pejabat baru 

yang menangani perencanaan dan pelaporan sehingga perlu 

adaptasi, karena mitra bappelitbang memang lebih banyak 

berhubungan dengan pejabat yang menangani program dan 

pelaporan di perangkat daerah.  Alternatif Solusi yang dilaksanakan 

adalah dengan melakukan asistensi secara berkala kepada setiap 

perangkat daerah dalam penyusunan laporan monev renja 

perangkat daerah tahunan, serta problem solving baik secara 

terbuka maupun tetutup dengan perangkat daerah mengenai 

hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi perangkat daerah. 

Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp44.889.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp29.000.000,00 atau sebesar 64.80% dari total 

Anggaran. 

1.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

lebih ditujukkan kepada konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian 

perencanaan lingkup sub bidang perencanaan infrastruktur dan 

kewilayahan. Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur 

1.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan 

Pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif 

efesien. Untuk itu diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan maupun perencanaan Pembangunan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup sub bidang 

perencanaan infrastruktur wilayah di Bapadan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin yang 

mencakup kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
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Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, serta Komunikasi dan 

Informatika. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini 

adalah belum optimalnya kinerja program dan kegiatan perangkat 

daerah dalam mendukung program kegiatan pemerintah ditingkat 

daerah, provinsi dan tingkat pusat.  Alternatif solusi yang dilaksanakan 

adalah melakukan koordinasi yang intens dengan perangkat daerah 

untuk dapat mengarahkan program dan kegiatan yang dijalankan baik 

jangka menengah dan tahunan selaras untuk mendukung pencapaian 

program-program baik daerah, provinsi maupun pusat. Dana yang 

disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp91.268.900,00 dan terealisasi 

sebesar Rp69.544.000,00 atau sebesar 76.20% dari total Anggaran. 

1.3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur 

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang Infrastruktur 

bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan 

dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan 

rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan 

memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah 

sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Risiko yang 

umum ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak selarasnya 

program kegiatan yang tercantum di renja perangkat daerah dengan 

program kegiatan yang ada pada RKPD. Yang mana atas risiko tersebut 

dilaksanakan alternatif solusi berupa pelaksanaan asistensi yang tidak 

hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi 

dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen 

perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal 

melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat 

daerah yang bersangkutan secara tetutup dengan perangkat daerah. 

Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp72.308.050,00 dan 

terealisasi sebesar Rp62.108.000,00 atau sebesar 85.89% dari total 

Anggaran. 

1.3.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 
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Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang Infrastruktur 

Bappelitbang terhadap Realisasi dari Renja SKPD mitra Sub Bidang 

Infrastruktur, menganalisa, memonitoring dan mengevaluasi hasil Renja 

SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. 

Permasalahan yang umum dialami dalam pelaksanaan sub-kegiatan ini 

adalah belum optimalnya kinerja monitoring dan evaluasi penyusunan 

dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah dalam 

mendukung program kegiatan pemerintah daerah di dalam RKPD. Dan 

alternatif solusi yang diambil adalah pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi terhadap renja perangkat daerah yang tidak hanya bersifat 

formal dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan asistensi kepada 

perangkat daerah dalam penyusunan dokumen monev triwulanan, 

namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, 

kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan secara 

tetutup dengan perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan 

ini adalah Rp51.562.200,00 dan terealisasi sebesar Rp38.990.000,00 atau 

sebesar 75.62% dari total Anggaran. 

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Program ini terdiri dari kegiatan Analisis Data dan Informasi 

Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan 

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, meningkatkan proses 

perencanaan pembangunan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi 

perencanaan dan pembangunan.  

2.1. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan analisis Data dan Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu dalam hal penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah. Tujuan dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah 

terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Daerah 

Sesuai dengan ketentuan. 

2.1.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 
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Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan. Monitoring adalah proses pengumpulan dan 

analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan dan 

dilakukan secara sistematis, kontinu terhadap suatu kegiatan untuk 

memastikan berjalannya sebuah aktivitas sesuai dengan rencana. 

Hasil monitoring adalah serangkaian data yang akan digunakan 

untuk bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi 

atau langkah-langkah untuk penyempurnaan selanjutnya. Evaluasi 

adalah proses yang mengukur dan memberi nilai secara obyektif 

dan valid, seberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai 

berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang 

nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan 

efisien. Kebutuhan akan data secara sistematis akan sangat 

menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan 

monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. 

Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan 

informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan 

maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung 

sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. 

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang 

ditetapkan pada perencanaan program. Tujuan monitoring 

dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan 

pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan 

perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada 

pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, 

serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, 

monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna 

memastikan kesesuain proses dan capaian sesuai rencana atau 

tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera 

dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan 

targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan 

proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir 

kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan 
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atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan 

program yang sama diwaktu dan tempat lainnyaTujuan monitoring 

dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan 

pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan 

perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada 

pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, 

serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, 

monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna 

memastikan kesesuain proses dan capaian sesuai rencana atau 

tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera 

dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan 

targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan 

proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir 

kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan 

atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan 

program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Risiko yang umum 

ditemui dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Laporan Hasil 

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan Triwulanan baik 

triwulan I, Triwulan II, triwulan III maupun triwulan IV) yang 

dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terlambat untuk 

dilaporkan dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan 

Daerah (Laporan Triwulanan baik triwulan I, Triwulan II, triwulan III 

maupun triwulan IV) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah belum sesuai standar. Sedangkan alternatif solusi yang 

diambil adalah Menghindari Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 

Pembangunan Daerah terlambat untuk dilaporkan bisa dilakukan 

dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Organisasi 

Perangkat Daerah dengan memberikan batas waktu pelaporan dan 

memperbaiki laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 

beberapa belum sesuai standar dilakukan dengan verifikasi laporan 

tersebut 

2.2. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 

2.2.1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis 
Pembangunan Daerah 
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Penyusunan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu 

strategis pembangunan daerah dimaksudkan uniuk memberikan 

output berupa Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) 

tahun 2024, yang merupakan implementasi dan pelaksanaan 

amanat peraturan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang 

Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mana 

Pemerintah Pusat dan Pemeriniah Daerah wajib menyusun 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) untuk daerah. 

Tujuan dari Pelaksanaan Sub-Kegiatan ini adalah: 

1. Tersediannya data dan informasi kondisi daerah (Capaian 

Pembangunan dan Permasalahan Daerah) untuk penyusunan 

Dokumen RKPD 

2. Teridentifikasinya isu-isu strategis pembangunan sebagai 

dasar perumusan prioritas. 

Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Data 

yang diminta kepada Organisasi Perangkat Daerah terkadang 

sangat lambat dalam menyerahkan data yang diperlukan dalam 

penyusunan dokumen tersebut. Risiko ini diminimalisir dengan 

cara penyertaan batas waktu dalam menyurati Organisasi 

Perangkat Daerah. 

2.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas 
Perangkat Daerah 

Forum PD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub 

fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama 

antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan 

pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau 

Lintas Perangkat Daerah sebagai upaya mengisi Rencana Kerja PD 
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yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 

Pelaksanaan Forum PD atau Lintas Perangkat Daerah 

memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja 

pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD. 

Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum 

tersedia, pelaksanaan Forum PD atau Lintas Perangkat Daerah 

dapat tetap dilakukan. Jumlah Forum PD dan Lintas Perangkat 

Daerah serta jadual acara pelaksanaannya ditentukan dan 

dikoordinasikan Bappelitbang, disesuaikan dengan volume 

kegiatannya dan kondisi setempat. Disarankan agar Iangkah 

persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada 

bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum PD 

atau Lintas Perangkat Daerah yang dibentuk. Bappelitbang 

memprioritaskan pembentukan Forum PD dan Lintas Perangkat 

Daerah pada:  

1. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: 

pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan 

kegiatan ekonomi masyarakat; dan  

2. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan 

prioritas program-program pembangunan Kabupaten 

tersebut. Sebagai contoh: Forum PD Pendidikan, Forum PD 

Kesehatan.  

Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 

Usulan-usulan prioritas yang masuk dari Kecamatan atas usulan 

dari musrenbang desa terkadang salah usul baik nama 

kegiatannya maupun Organisasi Perangkat Daerah tujuan. Dan 

alterrnatif solusi yang diambil adalah bahwa Pada saat 

musrenbang kecamatan, kecamatan lebih baik berkoordinasi 

dengan Organisasi Perangkat Daerah yang dituju apakah nama 

kegiatan dan perangkat daerahnya sudah tepat 

2.2.3. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum 

musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan 
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masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta 

menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan 

tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya. Musrenbang RKPD 

Kabupaten di kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, 

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana 

kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan 

dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. 

Dengan terlaksanannya sub kegiatan ini maka diharapkan dapat 

Terverifikasinya daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah 

kecamatan menurut fungsi/SKPD atau Lintas Perangkat Daerah, 

yang siap dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan 

Musrenbang Kabupaten, yang akan didanai melalui APBD 

Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar 

tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing 

desa/kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang 

Kecamatan.  

a. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD 

tingkat Kabupaten.  

b. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan. 

Risiko yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Pasal 98 ayat 3 Musrenbang 

RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada 

bulan Februari, sehingga Alternatif Solusi yang dilaksanakan 

adalah Berkoordinasi dengan Protokol dan Pimpinan Daerah 
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untuk menetapkan jadwal Pelaksanaan Musrenbang 

Kabupaten di Kecamatan jauh hari sebelum Musrenbang 

Kabupaten dikecamatan dillaksanaan 

2.2.4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan 

tersebut memerlukan koordinasi dan partisipasi seluruh 

pemangku kepentingan pembangunan daerah melalui forum yang 

disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau 

Musrenbang. Maksud penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten 

adalah merupakan forum musyawarah perencanaan 

pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis 

antara pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka 

penyempurnaan dokumen rancangan RKPD Kabupaten. 

Dasar pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Tapin 

tahun 2024 adalah: 

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah; 

2. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang 

pengelolaan keuangan daerah; 

3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 

tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi 

rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan 

jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan 

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana 

kerja pemerintah daerah; 

Adapun tujuan Musrenbang Kabupaten adalah:  

1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan 

sasaran pembangunan nasional dan pemerintah provinsi; 
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2. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah 

disampaikan masyarakat pada musrenbang RKPD 

kabupaten di kecamatan; 

3. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan 

prioritas daerah kabupaten. 

2.2.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 
pembangunan Daerah 

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

merupakan satu kesatuan Belakang sistem yang secara herarki 

harus dapat mewujudkan keselarasan antara pembangunan 

nasional dengan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah pasal 18 ayat (1) yang bermaksud 

bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling 

lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya 

berakhir. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 

2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025. memasuki pelaksanaan 

RPJMD tahap ke empat Tahun 2023 merupakan menuju akhir 

periode RPJPD. Sehingga perlu disusun Rancangan Awal Dokumen 

RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2025-2045.  

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang–Undang 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah 

Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dalam Undang–Undang 

tersebut juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik 

provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun 

perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu 

menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka 

panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang substansinya 

saling berkaitan. Menurut amanat Undang–Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya 

Tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 

2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat 

Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil 

Wali kota melalui pemeilihan serentak nasional pada Tahun 2024. 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala 

Daerah Kabupaten Tapin pada Tahun 2023–2024 diisi oleh 

penjabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya 

sudah berakhir di Tahun 2023. Untuk menindaklanjuti amanat 

Undang–Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen 

perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 

dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan kepada Gubernur, 

Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024–2026 berupa 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 
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Penyusunan Indeks Kualitas Perencanaan ini merupakan 

tuntutan akan kemajuan pembangunan daerah dalam upaya 

merencanakan pembangunan yang akurat, berkualitas, bersinergi 

dan memiliki harmonisasi dengan perencanaan pembangunan 

baik dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah. Proses 

penyusunan perencanaan melalui sebuah rencana pembangunan 

(Musrenbang) tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten menjadi 

titik awal strategis untuk melakukan pelibatan masyarakat dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan. Musrenbang juga 

menjadi forum konsultasi para pemangku kepentingan 

pembangunan daerah dan mengalokasikan kegaitan tersebut 

menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau 

bertanggungjawab pada kegiatan tersebut. Musrenbang yang 

berkualitas dapat menghasilkan keluaran yang optimal serta 

menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, 

mendapatkan komitmen/kesempatan para pemangku 

kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan 

daerah untuk tahun yang direncanakan. Oleh sebab itu 

pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan pada dimensi proses 

berorientasi pada aspek-aspek tersebut. 

Identifikasi resiko: 

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 belum di terbitkan sehingga penyusunan 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 



 

79 
 

  

2. Singkatnya waktu penyusunan Dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–

2026 yang hanya sekitar 3 (tiga) bulan menjadi tantangan 

tersendiri dalam penyusunannya sampai ditetapkan. 

3. Pengumpulan data dan informasi diperoleh secara 

persepsional melalui kuesioner untuk dimensi proses 

penyusunan perencanaan (Musrenbang Desa, Musrenbang 

Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten) harus dilakukan 

kepada responden yang tepat dan harus dijelaskan isian 

kuisioner tersebut agar jawaban sesuai dengan pertanyaan 

kuisioner.  

Permasalahan: 

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 belum diterbitkan dimungkinkan ada 

perbedaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk sistematika 

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. 

2. Waktu proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 dan 

penetapannya yang sangat singkat. 

3. Responden Kuesioner kurang tepat untuk pengumpulan data 

kuesioner 

Alternatif Solusi yang dilaksanakan: 
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1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan. 

2. Waktu proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 dan 

penetapannya yang sangat singkat sudah di identifikasi pada 

tahun 2022 sehingga persiapan Tim penyusun, Orientasi, 

Penyusunan Agenda Kerja, dan Penyiapan data dan informasi 

perencanaan pembangunan Daerah dilakukan di tahun 2022 

sehingga penyusunan dokumen tersebut pada tahun 2023 

dilakukan bisa berakselerasi dan konsentrasi penuh sehingga 

bisa memenuhi target untuk menyusun Dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–

2026 tepat waktu dan sesuai dengan standar.  

3. Mencari responden yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan 

kuesioner 

2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 

Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tujuan 

dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan 

Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah. 

2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota merupakan salah satu 

cara dalam melakukan evaluasi kegiatan perencanaan dan 
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pelaksanaan pembangunan di kabupaten Tapin selama kurun 

waktu tahun 2023. Pengendalian kegiatan ini dalam rangka untuk 

mengevaluasi sejauh mana kemampuan daerah dalam 

melaksanakan program kegiatan yang mendukung prioritas 

kepala daerah. Apakah dikatakan berhasil atau tidak, apakah 

perlu dilakukan pembinaan lanjutan dan lebih dalam. 

Dasar pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Perencanaan 

dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 

adalah: 

i. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah; 

ii. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang 

pengelolaan keuangan daerah; 

iii. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang 

tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan 

daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, 

serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka 

panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah 

daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; 

Tujuan dari Pelaksanaan Sub-Kegiatan: 

Tujuan pelaksanaan koordinasi pengendalian kegiatan ini 

yaitu untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai 

dengan prioritas daerah. Menjaga konsistensi keberlangsungnya 

kegiatan-kegiatan pendukung kinerja Kepala Daerah. Selama 

tahun anggaran berjalan, perangkat daerah yang melaksanakan 

ataupun mendukung kinerja perangkat daerah seharusnya 

bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 

Dengan adanya pengendalian kinerja ini, maka dapat dilakukan 

pengawasan ataupun menjaga keberlangsungan dan tercapainya 

kienerja kepala daerah dari dukungan kegiatan-kegiatan yang ada 

pada seluruh perangkat daerah pendukungnya.  

2.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 
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Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan. Monitoring adalah proses pengumpulan dan 

analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan dan 

dilakukan secara sistematis, kontinu terhadap suatu kegiatan 

untuk memastikan berjalannya sebuah aktivitas sesuai dengan 

rencana. Hasil monitoring adalah serangkaian data yang akan 

digunakan untuk bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan 

tindakan koreksi atau langkah-langkah untuk penyempurnaan 

selanjutnya. Evaluasi adalah proses yang mengukur dan memberi 

nilai secara obyektif dan valid, seberapa besar manfaat pelayanan 

yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang 

seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam 

pelaksanaan telah efektif dan efisien. Kebutuhan akan data secara 

sistematis akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan 

hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan 

yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara 

menggali untuk mendapatkan informasi secara regular 

berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui 

apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan 

perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator 

monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan 

pada perencanaan program.  

Dasar pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan 

Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah: 

1.Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah; 

2.Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang 

pengelolaan keuangan daerah; 

3.Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang 

tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara 

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, 
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rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana 

kerja pemerintah daerah; 

Tujuan dari Pelaksanaan Sub-Kegiatan: 

Tujuan monitoring dilakukan dengan baik akan 

bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada 

jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga 

memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi 

hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam 

melakukan evaluasi. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada 

saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuain 

proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan 

penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga 

kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil 

monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. 

Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk 

mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. 

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program 

yang sama diwaktu dan tempat lainnya. 

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, 

perekayasaan,dan pengoperasian atau yang disebut dengan kelitbangan adalah 

rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan 

mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang 

baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Penelitian dan pengembangan berperan penting dalam mendorong kebijakan 

pembagunan daerah, hasil kelitbangan yang akurat dalam bentuk konsep, 

model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi 

rekomendasi dalam mengatasi berbagai isu permasalahan yang ada, umumnya 

sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah 

(policy) terlebih dulu melakukan kegiatan penelitian. Kegiatan Kelitbangan 

merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan sebagai tolok 

ukur dalam pelaksanaan program anggaran yang dilaksanakan oleh Bidang 

Penelitian dan Pengembangan, perjanjian kinerja memuat sasaran dan indikator 

kinerja utama beserta targetnya yang sudah terlebih dahulu ditetapkan dalam 
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dokumen perencanaan, target indikator utama tersebut harus diupayakan 

tercapai pada akhir tahun pelaksanaan anggaran, berdasarkan perjanjian kinerja 

perangkat daerah tersebut, terkait dengan bidang penelitian dan 

pengembangan, Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin melakukan perjanjian 

kinerja dengan Kepala Daerah, ada 1 (satu) sasaran strategis (kinerja utama) 

yakni Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah dengan indikator 

kinerja utama Indeks Government Awards (IGA ) capaian kinerja 65 point. Hasil 

pengukuran IKU kepala Badan diperoleh dari nilai inovasi daerah yang 

didaftarkan ke dalam penilaian Indeks Government Awards yang 

diselenggarakan oleh Kemendagri tahun 2023, setelah dilakukan pengukuran 

secara mandiri dari aplikasi Indeks Government Awards (IGA) hasil indeks 

inovasi daerah kabupaten Tapin senilai 66.71 point, namun ketika dilakukan 

validasi oleh tim validasi pusat, nilai indeks inovasi daerah Tapin menurun 

menjadi 52,94 point, kendala yang dihadapi adalah ketika melakukan 

pembinaan hal ini menandakan bahwa masih kurangnya budaya inovasi di 

kabupaten Tapin, selanjutnya Bappelitbang sesuai dengan tugas dan fungsinya 

akan lebih intens melakukan pembinaan terkait inovasi daerah. 

3.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 

Penelitian menurut Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 adalah 

kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa 

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan 

Pelaksanaan Penelitian.  Salah satu indikator dari kualitas penelitian 

adalah penelitian dapat menghasilkan naskah akademik. Naskah akademik 

ini mencakup beberapa jenis naskah atau dokumen. Dimulai dari policy 

brief, rekomendasi kebijakan, sampai pada model kebijakan strategis, 

naskah akademik atau dokumen tersebut dapat dipilih salah satu sebagai 

bentuk keluaran dari kegiatan penelitian yang dilakukan. 

3.1.1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 
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Sub-kegiatan ini bertujuan untuk mendukung Indikator 

Utama Daerah terkait peningkatan angka harapan lama sekolah 

dengan menyediakan data terkait. Penelitian yang dilaksanakan 

berjudul penelitian Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama 

Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin hasil 

kerjasama dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan 

Regional Universitas Gadjah Mada menghasilkan 57 rekomendasi 

dan dapat dimanfaatkan oleh 9 SKPD yang terdiri dari: Dinas 

Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementerian Agama 

Kabupaten Tapin. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah 

Rp259.513.476,00 dan terealisasi sebesar Rp220.993.000,00 atau 

sebesar 85.16% dari total Anggaran. 

3.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Perekonomian 

3.2.1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 

Sub-kegiatan ini melaksanakan kegiatan Strategi 

Pengembangan Potensi Kopi di Kabupaten Tapin hasil co research 

dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Universitas Lambung Mangkurat menghasilkan 17 rekomendasi 

dan dapat dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari:  Dinas 

Pertanian, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Piani, Dinas 

Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Piani, 

Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Hatungun. Dana yang 

disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp158.055.050,00 dan 

terealisasi sebesar Rp126.272.000,00 atau sebesar 79.89% dari 

total Anggaran. 

3.3. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun, Model Replikasi dan Invensi di 
Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 
3.3.1. Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan di Bidang Teknologi dan 

Inovasi 
Sub-kegiatan ini melaksanakan kegiatan penelitian dengan 

judul penelitian Penyediaan Sarana Peningkatan Kualitas Air Tapin 
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(SIMONKAT) hasil kerjasama dengan Politeknik Negeri Semarang 

menghasilkan alat pemantauan kualitas air yang dimanfaatkan 

langsung oleh PDAM Tapin melalui Surat Keputusan Direktur 

PDAM Nomor 16/KPTS/PDAM-TP/V/2023 tentang Tim Pengelola 

Sistem Monitoring Kualitas Air SIMONKAT PDAM Kabupaten 

Tapin.    

 

Hasil penelitian ini dapat didownload secara gratis pada 

website www.e-starlitbang.tapinkab.go.id pada menu repository.  

a) Sarana penelitian yang kurang memadai karena tidak 

memiliki GPS untuk membuat analisis spasial lanjutan.   

b) Kurangnya local resources untuk tema-tema penelitian yang 

sifatnya teknis, hal ini dikarenakan pejabat fungsional peneliti 

dan analis pemanfaatan IPTEK memiliki keterbatasan dari 

bidang ilmu yang dikuasi.  

c) Wilayah penelitian cukup luas sehingga teknik pengambilan 

sampling masih belum maksimal 

d) Lamanya proses review untuk naskah publikasi penelitian.   

Ruang lingkup peneliti dan analis pemanfaatan IPTEK yang 

sangat dibatasi, sulit untuk mengembangkan diri karena 

kurangnya peningkatan kompetensi yang besifat teknis dari 

institusi. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah 

Rp207.881.460,00 dan terealisasi sebesar Rp171.805.000,00 atau 

sebesar 82.65% dari total Anggaran. 

 

http://www.e-starlitbang.tapinkab.go.id/
http://www.e-starlitbang.tapinkab.go.id/
http://www.e-starlitbang.tapinkab.go.id/
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TABEL 3.8 ANALISIS KINERJA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA  

SKPD: BAPPELITBANG     
TAHUN 2023    

 

KEPALA   

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1. Meningkatnya kualitas 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan daerah  

Indeks Kualitas perencanaan (IKP) 7,2 7,2 100% 

2. Meningkatnya kualitas 
dan kuantitas Inovasi 
Daerah 

Indeks Government Award (IGA) 65 52,94 81,44 

3. Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 79 76,60 96,96 

4. Meningkatnya 
Profesionalisme ASN 
Perangkat Daerah 

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah 70 47,80 68,28 

SEKRETARIS 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Meningkatnya capaian 
LAKIP (Laporan 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah) 

Nilai Komponen AKIP: 
- Perencanaan Kinerja 

- Pengukuran Kinerja 

- Pelaporan Kinerja 

24,60 
25,00 
11,55 
17,85 

24,60 
23,70 
11,55 
16,75 

96,96% 
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- Evaluasi Internal 

2.  Meningkatnya kinerja 
tindak lanjut dari hasil 
temuan pemeriksaan 

Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 

3.  Meningkatnya Kualitas 
Kinerja ASN 

Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% 100% 100% 100% 

4.  Meningkatnya Pelayanan 
Sekretariat 

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Score 4.0 Score 3,56 89% 

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Meningkatnya Kualitas 
Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan 100% 100% 100% 

2.  Meningkatnya Penelitian 
yang sesuai dengan 
standar penelitian dan 
pengembangan 

Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar 
penelitian dan pengembangan 

100% 100% 100% 

3.  Meningkatnya inovasi 
daerah yang berkelanjutan 

Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan 70% 61,35% 87,64% 

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN SDM 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Meningkatnya kualitas 
dokumen perencanaan 

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Bidang Sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan 
sesuai standar 

100% 100% 100% 
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Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD 
(Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu 
Indikatif) 

100% 100% 100% 

2.  Meningkatnya proses 
perencanaan 
pembangunan 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Sosial dan SDM yang Tepat waktu 

100% 100% 100% 

3. Meningkatnya monitoring 
dan evaluasi perencanaan 
dan pembangunan 

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama 
Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM 

80% 285,71% 357,14% 

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Meningkatnya kualitas 
dokumen perencanaan 

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah 
yang disusun tepat waktu dan sesuai standar 

100% 100% 100% 

2.  Meningkatnya proses 
perencanaan 
pembangunan 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 
yang Tepat waktu 

100% 100% 100% 

3.  Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, 
Indikator dan Target Kinerja)  

100% 100% 100% 

4.  Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah 
(DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu 
data 

80% 80% 100% 

5.  Meningkatnya monitoring 
dan evaluasi perencanaan 
dan pembangunan 

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah 

 

80% 94,66% 118,32% 
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BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1 Meningkatnya kualitas 
dokumen perencanaan 

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang disusun tepat 
waktu dan sesuai standar 

100% 100% 100% 

Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD 
(Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu 
Indikatif) 

100% 100% 100% 

2 Meningkatnya proses 
perencanaan 
pembangunan 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tepat waktu 

100% 100% 100% 

3 Meningkatnya monitoring 
dan evaluasi perencanaan 
dan pembangunan 

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama 
Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur 

80% 131,38% 164.23% 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1 Meningkatnya ASN yang 
berkualitas 

Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang 
mengikuti Peningkatan kapasitas  

100% 100% 100% 

2 Meningkatnya kualitas 
Barang Milik Daerah 
(BMD) 

Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik 31,45% 83,28% 264,80% 

3 Meningkatnya tata kelola Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan 100% 100% 100% 



 

91 
  

administrasi kepegawaian pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik 

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Meningkatnya kualitas 
perencanaan kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas 
rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang 

100% 100% 100% 

2.  Meningkatnya kualitas 
Pelaporan kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti  100% 100% 100% 

  Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi 
perencanaan kinerja yang ditindaklajuti 

100% 100% 100% 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Meningkatnya kualitas 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Surat Pertanggungajawaban yang sesuai 
dengan standar penatausahaan keuangan 

100% 100% 100% 

Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat 
waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

100% 100% 100% 

 
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Meningkatnya peran aktif 
Inovator dalam 
mendukung Inovasi 
Daerah 

Persentase Inovator yang berperan aktif dalam 
mendukung Inovasi Daerah 

24,54% 24,54% 100% 
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2.  Terlaksananya Bimbingan 
Teknis Inovasi Daerah 

Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan 
inovasi 

95% 81,50% 85,78% 

3.  Melaksanakan fasilitasi 
inovasi daerah yang di 
replikasi 

Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi 100% 100% 100% 

4.  Terlaksananya monitoring 
dan evaluasi inovasi 
Daerah 

Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang 
ditindaklanjuti 

73,61% 73,61% 100% 

5.  Melaksanakan Pembinaan 
Inovasi Daerah 

Persentase Inovasi Daerah yang dibina 100% 100% 100% 

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Meningkatnya 
Rekomendasi Hasil Kajian 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan 
yang ditindak lanjuti 

100% 100% 100% 

2.  Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan yang 
sesuai isu strategis 

Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu 
strategis 

60% 100% 166% 

3.  Meningkatnya 
Rekomendasi Inovasi Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan 
Pengembangan yang ditindak lanjuti 

50% 100% 200% 

4.  Terlaksananya Desiminasi 
Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di 
Desiminasi 

100% 100% 100% 
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SUB BIDANG SOSIAL 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1. 1

.

  

Tersedianya jadwal Proses 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

2.  Terlaksananya Proses 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Sub Bidang Sosial sesuai jadwal dan ketentuan 

100% 100% 100% 

3.  Terlaksananya Koordinasi 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah sesuai dengan 
ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

4.  Terlaksananya Asistensi 
dan Koordinasi Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah Sesuai dengan 
ketentuan 

Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat 
daerah Sub Bidang Sosial Sesuai dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen 
perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan   Pembangunan 
perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 
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5.  Terlaksananya Monitoring 
Indikator Kinerja Utama 
Perangkat Daerah dan 
Indikator Kinerja Program, 
kegiatan dan sub kegiatan 

Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja 
Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, 
kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial sesuai 
dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian 
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator 
Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang 
Sosial ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

SUB BIDANG SDM 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Tersedianya jadwal Proses 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan 
ketentuan 

100% 100% 100% 

2.  Terlaksananya Proses 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai jadwal 
dan ketentuan 

100% 100% 100% 

3.  Terlaksananya Koordinasi 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah sesuai dengan 
ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

4.  Terlaksananya Asistensi 
dan Koordinasi Dokumen 

Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat 
daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia Sesuai dengan 

100% 100% 100% 
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Perencanaan Perangkat 
Daerah Sesuai dengan 
ketentuan 

ketentuan 

Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen 
perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya 
Manusia yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan   Pembangunan 
perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

5.  Terlaksananya Monitoring 
Indikator Kinerja Utama 
Perangkat Daerah dan 
Indikator Kinerja Program, 
kegiatan dan sub kegiatan 

Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja 
Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, 
kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya 
Manusia sesuai dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian 
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator 
Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang 
Sumber Daya Manusia ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

SUB BIDANG EKONOMI 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Tersedianya jadwal Proses 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah sesuai dengan ketentuan 

100% 100% 100% 
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2.  Terlaksananya Proses 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan 

100% 100% 100% 

3.  Terlaksananya Koordinasi 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah sesuai dengan 
ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

4.  Terlaksananya Asistensi 
dan Koordinasi Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah Sesuai dengan 
ketentuan 

Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat 
daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen 
perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan   Pembangunan 
perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

5.  Terlaksananya Monitoring 
Indikator Kinerja Utama 
Perangkat Daerah dan 
Indikator Kinerja Program, 
kegiatan dan sub kegiatan 

Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja 
Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, 
kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai 
dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian 
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator 
Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang 

100% 100% 100% 
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Ekonomi ditindaklanjuti 

SUB BIDANG INFRASTRUKTUR 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU 100% 100% 

1.  Tersedianya jadwal Proses 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

2.  Terlaksananya Proses 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah 

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai jadwal dan 
ketentuan 

100% 100% 100% 

3.  Terlaksananya Koordinasi 
Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah sesuai dengan 
ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

4.  Terlaksananya Asistensi 
dan Koordinasi Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah Sesuai dengan 
ketentuan 

Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat 
daerah Sub Bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen 
perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur 
yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan   Pembangunan 
perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang 

100% 100% 100% 
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ditindaklanjuti 

5.  Terlaksananya Monitoring 
Indikator Kinerja Utama 
Perangkat Daerah dan 
Indikator Kinerja Program, 
kegiatan dan sub kegiatan 

Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja 
Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, 
kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur sesuai 
dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian 
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator 
Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang 
Infrastruktur ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

SUB BIDANG  PENGENDALIAN 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Terlaksananya Monitoring 
dan Evaluasi Indikator 
Kinerja Utama Daerah dan 
Program Prioritas Daerah 

Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja 
Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai 
dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

2.  Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian 
Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas 
Daerah yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

      

SUB BIDANG  PERENCANAAN 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET IKU REALISASI CAPAIAN 

1.  Tersedianya jadwal Proses 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah  

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 
sesuai dengan ketentuan 

100% 100% 100% 
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2.  Terlaksananya Proses 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah  

Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 
sesuai jadwal dan ketentuan 

100% 100% 100% 

3.  Terlaksananya Koordinasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Sesuai dengan ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

4.  Terlaksananya Asistensi 
dan Koordinasi Dokumen 
Perencanaan Daerah 
Sesuai dengan ketentuan 

Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan Daerah 
Sesuai dengan ketentuan 

100% 100% 100% 

Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen 
perencanaan Daerah yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

5. Terlaksananya rencana 
aksi Satu Data Indonesia 
yang tepat waktu dan 
sesuai dengan ketentuan 

Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang 
terlaksana tepat waktu 

80% 80% 100% 
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Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3.8 tentang Analisis Efisiensi 

Penggunaan Sumber Daya di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Kabupaten Tapin telah melaksanakan kegiatan dengan capaian 

cukup memuaskan yang mana terlihat dari Rata-rata capaian Kinerja Utama yang 

mencapai 86,88% dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.  

Dari sisi penggunaan anggaran diketahui ada 1 Indikator dengan capaian 

kinerja memuaskan yaitu Indikator Kinerja ke-1 yaitu Indeks Kualitas Perencanaan 

yang mendapatkan capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran dari 2 (dua) 

Program yang cukup efisien yaitu 82,04% dan 81,59%. Artinya dengan penyerapan 

anggaran yang telah diefisienkan, indikator kinerja tersebut tetap dapat 

mendapatkan capaian kinerja 100%. Sedangkan ada 3 (tiga) Indikator Kinerja lain 

yang tidak dapat memenuhi target namun masih dalam kategori baik yaitu Indikator 

Kinerja Ke-2 Indeks Government Award yang mendapaikan capaian kinerja 81,45% 

dengan serapan anggaran 79,86%. Capaian ini sedikit diluar ekspektasi Bappelitbang 

karena hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama 2 (dua) diperoleh dari nilai inovasi 

daerah yang didaftarkan ke dalam penilaian Indeks Government Awards yang 

diselenggarakan oleh Kemendagri tahun 2023, setelah dilakukan pengukuran secara 

mandiri dari aplikasi Indeks Government Awards (IGA) hasil indeks inovasi daerah 

kabupaten Tapin senilai 66.71 point, namun ketika dilakukan validasi oleh tim 

validasi pusat, nilai indeks inovasi daerah Tapin menurun menjadi 52,94 point. 

Indikator Kinerja Ke-3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian 96,96% dari 

target yang ditetapkan sebesar 79 dengan realisasi 76,60. Indikator Kinerja ke-4 

Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan Capaian kinerja 68,29% 

dengan serapan anggaran sebesar 77,35%.  

Capaian ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal 

yang mana faktor anggaran bukanlah faktor utama dalam hasil capaian ini 

mengingat serapan anggaran Bappelitbang untuk tahun anggaran 2023 adalah Rp 

13.154.194.467,00 atau sebesar 83,82% dari total anggaran.  Detail perihal realisasi 

anggaran Bappelitbang Tahun Anggaran 2023 daapt dilihat pada tabel berikut: 
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TABEL 3.9 REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023 

NO
. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

9.313.779.859,00 10.976.958.880 84,8
4 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

39.349.800,00 49.868.364,00 78,8
1 

1. Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

29.959.800,00 33.130.100,00 90,4
3 

2. Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

9.390.000,00 16.738.284,00 56,1
0 

2. Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

4.143.089.991,00 4.293.767.912,00 96,4
9 

3. 
Penyedia Gaji Tunjangan ASN 

4.093.650.491,00 4.242.180.272,00 96,5
0 

4. Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan dan Akhir 
Tahun SKPD 

25.090.000,00 25.393.600,00 98,8
0 

5. Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD 

24.349.500,00 26.194.040,00 92,9
6 

3. Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

3.768.941.373,00 4.670.332.074,00 80,7
0 

6. Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

12.167.456,00 92.077.570,00 13,2
1 

7. Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

1.251.239.510,00 1.525.717.005,00 82,0
1 

8. Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

117.809.500,00 205.705.087,00 57,2
7 

9. Penyediaan Barang Cetakan 
dan Pengadaan 

41.693.750,00 51.292.377,00 81,2
9 

10
. 

Penyedian Bahan/Material 94.803.200,00 289.221.035,00 32,7
8 

11
. 

Fasilitas Kunjungan Tamu 22.770.000,00 25.209.250,00 90,3
2 

12
. 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

2.228.457.957,00 2.228.457.957,00 80.7
0 

4. Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

374.070.650,00 575.537.682,00 64,9
9 
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NO
. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

13
. 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

374.070.650,00 575.537.682,00 64,9
9 

5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

694.153.307,00 973.546.248,00 71,3
0 

14
. 

Penyedia Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

420.193.407,00 566.003.928,00 74,2
4 

15
. 

Penyedia Jasa Peraatan dan 
Perlengkapan Kantor 

173.143.300,00 283.260.000,00 61,1
3 

16
. 

Penyedia Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

100.816.600,00 124.282.320,00 81,1
2 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

294.174.738,00 413.906.600,00 71,0
7 

17
. 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
Atau Kendaraan Dinas Jabatan  

123.699.318,00 186.900.980,00 86,1
8 

18
. 

Pemeliharaan Peralatan Mesin 
dan Lainnya 

22.036.320,00 70.735.620,00 31,1
5 

 19
. 

Pemeliharaan / Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
lainnya 

148.439.100,00 156.270.000,00 94,9
9 

 

II. PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 

2.192.031.100,00 2.671.756.225,00 82,0
4 

7. Peyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

1.519.617.100,00 1.890.890.935,00 80,3
7 

20
. 

Koordinasi Pelaksanaan Forum 
SKPD/Lintas SKPD 

49.490.000,00 58.309.375,00 84,8
7 

21
. 

Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten / Kota 

210.500.500,00 282.187.542,00 74,6
0 

 22
. 

Analisis Kondisi Daerah, 
Permasalahan, dan Isu 
Strategis Pembangunan 
Daerah 

0,00 67.536.000,00 0,00 

23
. 

Penyiapan Bahan Koordinasi 
musrenbang Kecamatan 

306.171.500,00 318.755.831,00 95,0
5 

24
. 

Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

953.455.100,00 1.164.102.387,00 81,9
0 
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NO
. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

Daerah Kabupaten/kota 

 
8. 

Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

223.450.000,00 242.512.500,00 92,1
4 

25
. 

Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

223.450.000,00 242.512.500,00 92,1
4 

 
9. 
 
 

Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

448.964.000,00 538.352.790,00 83,4
0 

26
. 

Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di 
Kabupaten/Kota 

375.454.000,00 404.310.265,00 92,8
6 

27
. 

Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah 

73.510.000,00 134.042.525,00 54,8
4 

 

III. PROGRAM KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

748.064.000,00 916.828.955,00 81,5
9 

10. Kordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia  

378.722.000,00 472.642.808,00 80,1
3 

28
. 

Koordnasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD)  

77.162.000,00 91.695.000,00 84,1
5 

29
. 

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pemerintahan 

76.265.000,00 77.636.47,00 96,2
3 

30
. 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

47.600.000,00 59.033.479,00 80,6
3 

31
. 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

70.800.000,00 108.533.400,00 65,2
3 
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NO
. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

32
. 

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia 

77.394.950,00 63.150.000,00 81,5
9 

33
. 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia  

43.745.000,00 56.347.500,00 74,9
7 

11. Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber 
Daya Alam) 

198.700.000,00 229.047.000,00 86,7
5 

34
. 

Koordnasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

117.870.000,00 124.457.400,00 94,7
1 

35
. 

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 

51.830.000,00 59.700.600,00 86,8
2 

36
. 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

29.000.000,00 44.889.000,00 64,6
0 

12. Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

170.642.000,00 215.139.150,00 79,3
2 

37
. 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

69.544.000,00 91.266.900,00 76,2
0 

38
. 

Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

62.108.000,00 72.308.050,00 85,9
6 

39
. 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

38.990.000,00 51.562.200,00 75,6
2 
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NO
. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 
REALISASI 

(Rp) 
ANGGARAN 

(Rp) 
% 

 

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

900.319.508,00 1.127.255.560,00 79,8
6 

13. Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan Kependudukan  

220.993.000,00 259.513.476,00 85,1
6 

40
. 

Penelitian dan Pegembangan 
Pendidikan dan Kebudayaan 

220.993.000,00 259.513.476,00 85,1
6 

14. Penelitian Dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan Pembangunan  

126.272.000,00 158.055.050,00 79,8
9 

41
. 

Peneitian dan Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan dan 
Pangan 

126.272.000,00 158.055.050,00 79,8
9 

15. Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

553.054.508,00 709.687.034,00 77,9
2 

41
. 

Penelitian, Pengembangan, 
dan Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 

171.805.000,00 207.881.460,00 82,6
5 

42
. 

Uji Coba dan Penerapan 
Rancang Bangun/Model 
Replikasi dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan Penerapan 
Teknologi 

360.024.508,00 440.543.024,00 81,7
2 

43
. 

Sosialisasi dan Diseminasi 
Hasil-Hasil Kelitbangan 

21.225.000,00 61.262.550,00 34,6
4 

JUMLAH 
13.154.194.467,0

0 
15.692.805.823,0

0 
83,8

2 
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4.2. REALISASI ANGGARAN  

Tahun 2023 Bappelitbang Kabupaten Tapin melaksanakan 4 program 

dengan 43 kegiatan dengan alokasi anggaran Bappelitbang Tahun 2023 sebesar 

Rp15.692.805.823,00 dan terserap sebesar Rp13.154.194.467,00 (83,82%), 

Berdasarkan komposisi belanjanya, penyerapan anggaran untuk belanja 

operasional dan belanja modal. Adapun untuk belanja operasional yang terdiri 

dari belanja pegawai sebesar Rp4.107.760.491,00 dan belanja barang & jasa 

sebesar Rp7.591.551.842,00. Sedangkan untuk penyerapan anggaran untuk 

belanja modal yang digunakan untuk membiayai kebutuhan penyediaan barang 

milik daerah atau aset yang dikelola oleh Bappelitbang yaitu sebesar 

Rp1.454.882.134,00. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen 

tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya keterbatasan Kas Daerah 

beserta agenda lain yang mengharuskan efisiensi anggaran. Namun, realisasi 

anggaran yang kurang dari 100% ini tidak mempengaruhi realisasi kinerja 

Bapelitbang. 

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 

2023 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025.  Dari hasil 

pengukuran kinerja, kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin dapat dikategorikan 

Baik, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%.  Hal ini dibuktikan 

bahwa realisasi 3 (Tiga) dari total 4 (Empat) indikator kinerja masuk dalam 

kategori Baik (capaian kinerja 75-100%).  Realisasi anggaran tahun 2023 Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 

dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tahun 2023 Bappelitbang Kabupaten Tapin melaksanakan 4 program 

dengan 44 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.692.805.823,00 

Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran 

sebesar Rp13.154.194.467,00 atau 83,82%.   

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 

2023 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025.  Dari hasil 

pengukuran kinerja, kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin dapat dikategorikan 

Baik, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%.  Hal ini dibuktikan 

bahwa realisasi dari 4 Indikator Kinerja Utama mencapai 86,68% .  Realisasi 

anggaran dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2022 

Uraian 
Pagu 
(Rp.) 

Realisasi 
(Rp.) 

Sisa Anggaran 
(Rp.) 

Capaian 
(%) 

Belanja 
Langsung 

15.692.805.823,00 13.154.194.134,00 2.538.611.356,00 83,82 

Jumlah Pagu 
Keseluruhan 

15.692.805.823,00 13.154.194.134,00 2.538.611.356,00 83,82 
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BAB IV PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin 

Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (Good Governance). Laporan ini disajikan setelah 

mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022 dari 

Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2023 

Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas 

kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam 

peningkatan kinerja organisasi.  

Pada tahun 2023, Bappelitbang Kabupaten Tapin menetapkan 4 (Empat) 

Sasaran Strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen 

Perubahan IKU Rencana Strategis 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 

Bappelitbang Tahun 2023.  

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum 

Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang 

baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan 

cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media 

formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah 

interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan 

skala pengukuran ordinal sebagai berikut: 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS) 

2 Lebih dari 75% s.d 100% Baik (B) 

3 55% s.d 75% Cukup (C) 

4 Kurang dari 55 % Kurang (K) 

 
Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 

dan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat 

disimpulkan bahwa: 
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1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja 75-100 % 

atau dengan kategori capaian Baik (B) sebanyak 3 IKU. 

2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >55-75% 

atau dengan kategori capaian Cukup (C) sebanyak 1 IKU 

3. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 Bappelitbang 

Kabupaten Tapin adalah sebesar 86,68%.  

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target 

terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Bappelitbang 

Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023, 

dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Bappelitbang Kabupaten Tapin akan 

terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan 

kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan 

dapat memberikan gambaran Kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin kepada 

pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah 

mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten 

Tapin. 
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LAMPIRAN 1. LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS SAKIP BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 
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LAMPIRAN 2. ANALISA PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA TAHUN 2023 
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